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Moh. Haris, B06212065. Teori Interaksi Simbolik Pola Komunikasi Seorang Blater 
(Analisis Dasar Pemikiran Herbert Blumer Tentang Interaksi Simbolik pola 
Komunikasi Seorang Blater Anggota DPRD Kabupaten Sampang dengan Anggota 
DPRD Yang Mempunyai Latar Belakang Berbeda). Skripsi Program Studi Ilmu 
Komunikasi Fakultas Dakwan dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Kata kunci: Pola Komunikasi, Blater, DPRD Kabupaten Sampang 
Dalam kehidupan masyarakat Madura, kaum blater merupakan suatu 
golongan social yang menjadi orientasi kepemimpinan masyarakat. Blater  dapat  
menjadi  pusat orientasi kepemimpinan masyarakat karena mereka memiliki 
keberanian, kelebihan ilmu kanuragan, d an  ju ga  memp un ya i  kh a r i s m at ik  
yan g  t i n gg i  sehingga disegani oleh masyarakat. Sebagai salah satu ikon sosial 
masyarakat Madura, blater tidak bias dipisahkan dari lintasan sejarah yang melatar 
belakangi kemunculannya. Pada fokus dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana 
komuniakasi seorang blater anggota DPRD kabupaten Sampang dengan anggota 
DPRD yang mempunyai latar belakang berbeda.  
Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Metode 
kualitatif digunakan dengan alasan dapat mencari dan mendapatkan informasi 
sedalam-dalamnya dari sumber data tanpa harus dipatok dengan pertanyaan 
tertutup, observasi peneliti juga berperan selama di lapangan dan dokumentasi 
dikumpulkan jika ada. 
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pola komunikasi yang digunakan 
oleh kaum Blater cenderung melalui komunikasi interpersonl. Dengan istilah lain 
komunikasi tersebut juga disebut komunikasi verbal dan no verbal. Komunikasi 
verbal dan non verbal dilakukan suapaya apa yang disampaikan oleh kaum Blater 
dapat tersampai kan kepada anggota DPRD yang lain. Pola komunikasi kaum Blater 
yang tegas dan tidak berbelit-belit membantu untuk menyampaikan pesan yang 
disampaikan kepada komunikan sehimgga pesan nya dapat tersampaikan dengan 
baik, di tambah karismatik dan kewibawaan yang tingga yang merupakan salah satu 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Masyarakat Madura sangat taat beragama. Selain ikatan 
kekerabatan, agama menjadi unsur penting sebagai penanda identitas 
mereka. Bagi orang Madura, Islam sudah menjadi bagian tak 
terpisahkan dari jati diri. Jika ada orang Madura yang memeluk agama 
lain selain Islam, identitas kemaduraannya bisa hilang sama sekali. 
Lingkungan sosialnya akan menolak dan orang yang bersangkutan bisa 
terasing dari akar Maduranya1. Berdasarkan ketaatan beragama mereka, 
masyarakat Madura dikenal pula sebagai masyarakat santri, paling 
tidak menurut anggapan mereka sendiri2.  
Golongan bukan santri di Madura hampir tidak ada. Artinya, 
semua anak pernah belajar mengaji di langgar, pesantren atau 
madrasah. Keadaan semacam itu dikarenakan masyarakat Madura lebih 
dekat dan patuh serta mempercayai pemimpin-pemimpin informal 
(kiai) dibandingkan dengan pemimpin formal (birokrasi)3. Di antara 
orang Madura, kedudukan kiai lebih ditinggikan, sehingga kiai sebagai 
elit masyarakat memainkan peran yang sangat dominan dan dihormati 
oleh sebagian besar masyarakat Madura. 
                                                          
1A. Malik Madaniy, Pola Motivasi Berhaji di Kalangan Masyarakat Madura (Jakarta: Proyek 
Peningkatan Sarana Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981/1982), h. 1 
2 Pradjarta Dirdjosanyoto, Memelihara Umat: Kiayi Pesantren–Kiayi Langgar di Jawa, 
(Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 116-117 dan lihat juga Pradjarta, Ibid, h.h. 140-141 
3 Abdurachman, Cara Mengenal Masyarakat Madura (Madura I), (Jakarta: Proyek Peningkatan 
Sarana Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), h. 12. 



































Dengan kata lain, kiai adalah “kiblat” bagi masyarakat Madura 
untuk mengembalikan segala persoalan yang berkaitan dengan agama 
maupun keduniaan. Karena kiai bagi masyarakat Madura adalah figur 
seorang yang dipatuhi dan dipercayai4. Kepercayaan dan kepatuhan 
seperti itu telah membudaya dan menjadi tradisi yang turun temurun. 
Selain kiai, terdapat elit lokal yang disebut blater. Keberadaan Seorang 
Blater diperhitungkan oleh beberapa kalangan, seperti kiai dan politisi, 
karena blater adalah ‘orang kuat’ di lingkungan para bandit yang 
mempunyai komunitas sendiri di Madura. Tradisi carok yang banyak 
diketahui orang juga diperankan oleh blater.  
Dalam dunia kesenian seperti remoh, blater juga turut 
memberikan andil yang cukup besar di dalamnya. Konflik, kekerasan, 
dan pembunuhan sangat erat kaitannya dengan dunia ke-blater-an, 
namun, sikap tanggung jawab selalu dikedepankan oleh Blater ini. 
Sebagai contoh setelah terjadi carok, blater hampir tidak pernah 
menyembunyikan diri dari aparat keamanan, bahkan mereka 
menyerahkan diri kepada aparat untuk menerima hukuman atas tindak 
kejahatan yang telah dilakukannya. Maka, tidak berlebihan apabila 
posisi blater ini sangat berbeda dengan posisi kiai dalam masyarakat 
Madura, meskipun dua kekuatan ini sama-sama berfungsi sebagai elit 
lokal. Persoalan yang menyangkut elit lokal Madura khususnya dalam 
                                                          
4 Lihat Muh. Syamsuddin, “Pondok Pesantren di Mata Masyarakat 
Madura”, Jurnal PMI Media Pemikiran dan Pengembangan Masyarakat, 
Vol.II, Nomor 2, Maret 2005, h. 136 



































kehidupan seorang blater menarik untuk dikaji karena keberadaan 
mereka yang sering mendapat perhatian dari berbagai pihak5. 
Dalam kehidupan masyarakat Madura, Blater dapat menjadi 
pusat orientasi kepemimpinan masyarakat karena mereka memiliki 
keberanian dan kekebalan diri (kelebihan ilmu kanuragan),  sehingga 
disegani oleh masyarakat6. Selain itu Seorang Blater sangat di hormati, 
disegani, dan di takuti oleh masyarakat Karena Kharisma seorang 
Blater sangat tinggi, bahkan bisa di jejerkan dengan kharisma seorang 
Kiai, karena kiai dan Blater merupakan sosok tokoh atau pemimpin di 
masyarakat madura, namun dalam ranah yang berbeda. Kalau kiai 
dalam lingkup Agama, sedangkan seorang Blater lebih dalam lingkup 
Keamanan Lingkungan Baik desa sampai kabupaten.  
Dari sudut pandang sosial, blater dapat muncul dari strata dan 
kelompok sosial manapun di dalam masyarakat Madura. Apakah itu di 
dalam lingkungan dengan latar belakang sosial keagamaan yang ketat 
(baca: santri), atau lingkungan sosial blater. Tak jarang ditemukan pula, 
seseorang yang sebelumnya pernah menjadi santri di pondok pesantren 
dalam perjalanan hidupnya berubah menjadi seorang blater. Blater yang 
memiliki latar belakang santri, umumnya pandai mengaji dan membaca 
kitab kuning. Bagi masyarakat Madura sendiri bukanlah sesuatu yang 
aneh bila seorang blater pandai mengaji dan membaca kitab kuning 
karena dalam tradisi masyarakat Madura, pendidikan agama diajarkan 
                                                          
5 Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 13, No. 1, 2015: 157 – 182. Hal 160 
6 A. Latief Wiyata dan Kusnadi (ed), Proses Demokratisasi di Indonesia: Kasus Pemilihan Bupati 
Sampang Madura Periode 2000-2005, (Jember: LPPM ”Kawula Saras”, 2001), h.180 



































secara kuat melalui langgar (musolla), surau, masjid dan lembaga 
pesantren yang bertebaran di hampir setiap kampung dan desa. Konteks 
ini pula yang membuat blater dengan latar belakang santri memiliki 
jaringan kultural dan tradisi menghormati sosok kiai. 
Historisitas atau fenomena sejarah keblateran dalam banyak hal 
seringkali merujuk pada sosok jagoan sebagai orang kuat di masyarakat 
pedesaan7. Tak heran bila konstruksi tentang keblateran sangat terkait 
pula dengan konstruksi jagoanisme di dalam masyarakat. Seorang 
jago/blater dapat dengan mudah mengumpulkan pengikut, anak buah 
dengan jumlah yang cukup besar. Meskipun besaran jumlah 
pengikutnya sangat tergantung atas kedigdayaan ilmu (kanuragan) yang 
dikuasainya. Kondisi ini mengantarkan sosok jagoan selalu memiliki 
peran signifikan di tengah masyarakat. Sejak di era prakolonial 
organisasi jago menjadi satu-satunya alat penguasa. Namun tidak hanya 
disitu, seorang blater juga terkenal karena bleter adalah seorang yang 
memegang kultur adab dan norma kesopanan. Dimana seorang balter 
tidak pernah sembarangan dalam bertingkah maupun dalam ucapan. 
Seperti dalam pribahasa madura  “ kennengah kennengen, lakonah 
lakonen”. Yang mana artiya adalah “tempat mu tempati, pekerjaan mu 
kerjakan. Itu lah salah satu yang menjadi ciri-ciri seorang blater. 
Meskipun terkenal sebagai seorang Blater, lantas tidak penah semerta-
                                                          
7 Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 13, No. 1, 2015: 157 – 182. Hal 166 
 



































merta dalam bertingkah dan berucap, seorang blater di madura 
menjunjung tinggi adab kesopanan yang ada di madura. 
Selain itu orang blater mempunyai jaringan atau pertemanan 
yang sangat luas dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan Kiai, 
petani, politisi, dan dari berbagai macam kalangan kelompok lain nya. 
ini lah yang membuat dia semakin di segani oleh masyarakat. Dari 
jaringan dan teman yang luas ini Blater memanfaat kan nya untuk 
berpartisipasi dan ikut andil dalam demokrasi pmerintahan, khususnya 
di madura. Belakangan ini tidak sedikit orang-orang blater yang 
menjadi anggota DPRD. Hampir di seluruh kabupaten yang ada di 
madura terdapat seorang blater yang menjabat sebagai anggota DPRD, 
Salah satunya yaitu di kabupaten sampang. Dalam pemerintahan 
Kabupaten Sampang Terdapat seorang Blater yang menjabat sebagai 
anggota DPRD. Beliau adalah H. Sahid yang berasal dari kecamatan 
Jerengik. H. Sahid ini memang merupakan seorang Blater yang terkenal 
di kabupaten sampang. 
Menurut bapak Kader, salah seorang teman H. Sahid yang 
juga salah satu anggota DPRD Kabupaten Sampang, H. Sahid 
memang merupakan seorang blater yang nama nya terkenal di 
Kabupaten sampang. “Di kecamatan saya pun (Sreseh) hampir 
semua orang mengenal sosok H. Sahid sebagai seorang Blater dan 
mereka juga mensegani sosok beliau8”, ucap Kader. 
                                                          
8 Hasil wawancara dengan bapak Kader anggota DPRD Kabupaten sampang 



































Dari fenoma Blater dan juga melihat sosok H. Sahid peneliti 
tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Blater melalui sosok H. 
Sahid yang merupakan seorang Blater di Kabupaten sampang. 
Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana pola komunikasi H. 
Sahid yang merupakan seorang Blater, dengan orang yang berlatar 
belakang lain. Dimana melihat fenomena Blater sebagai sosok yang 
kuat, mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, pemberani, dan 
menjungjung tinggi adab dan norma kesopan. Dan juga bisa masuk 
pada kalangan manapun. Apakah ada perbedana pola komunikasi 
yang digunakan oleh seorang blater kepada bermacam-macam orang 
yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Khusus nya di 
DPRD Kabupaten Sampang. 
Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti akan membahas pola 
komunikasi seorang blater anggota DPRD. Yang mana peneliti 
mengambil lokasi di Kabupaten Sampang. Lokasi penelitian dalam 
mencari pengetahuan atas dasar rumusan masalah tersebut difokuskan 
pada wilayah Madura khusus nya Kabupaten Sampang. Penelitian 
tentang komunitas jagoan Madura yang dikenal dengan sebutan Blatèr ini 
hingga kini kurang mendapatkan perhatian banyak kalangan. Karena, 
aksesibilitas menembus ruang seorang Blatèr ini seringkali sulit ditembus 
karena seringkali sosok Blater menutup dirinya. Padahal, s e o r a n g   
Blatèr ini seharus nya dipotret secara deskriptif-kualitatif sebagai bahan 
informasi tambahan bahwa komunitas jagoan lokal tidak hanya ada di 
Jawa, tetapi juga ada di Madura. 



































B. Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian 
Berdasrkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka 
yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pola komunikasi seorang Blater anggota DPRD kabupaten 
Sampang kepada anggota DPRD yang mempunyai latar belakang 
berbeda di kabupaten Sampang?. 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan 
adanya suatu hal yang diperoleh setelah selesai penelitian. Seperti rumusan 
masalah yang telah di tulis diatas maka tujuan penelitian adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi seorang Blater anggota 
DPRD kabupaten Sampang kepada anggota DPRD yang mempunyain 
latar belakang berbeda-beda. 
D. Manfaat Hasil Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat kita peroleh dari penelitian ini adalah: 
1. Secara Teoritis 
a. Sebagai tambahan informasi dalam pengetahuan tentang bagaimana 
pola komunikasi seorang Blater anggota DPRD kabupaten Sampang 
kepada . 
b. Diharapkan penelitian ini bisa memberi pengetahuan baru sehingga 
dapat dijadikan sebagai tambahan literature. Serta dapat dijadikan 
acuan dalam konsentrasi komunikasi maupun social untuk 
kemudian menjadi pertimbangan.  
 



































2. Secara Praktis 
a. Untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar strata satu (S1) 
pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel 
Surabaya. 
b. Untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan pola komunikasi 
bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. 
c. Bagi masyarakat Madura pada khususnya, supaya bisa lebih 
memahami tentang pola komunikasi seorang blater anggota DPRD 
Kabupaten Sampang. 
E. Penelitian Terdahulu 
1. Hasil Skripsi Siti Nurudiniyah, 2010 tentang Strategi Politik Kyai 
dan Blater dalam Pemilihan Kepala Desa Didesa Jangkar Kecamatan 
Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. dari hasil penelitian ini 
ditemukan bahwa (1) peran kyai dan blater sangat dominan dalam 
mempengaruhi politik masyarakat terkait dengan pelaksanaan 
pemilihan kepala desa didesa jangkar hal itu terkait dengan kultur 
budaya masyarakat yang masih menganggap kyai dan blater sebagai dua 
rezim yang harus ditaati dan dipatuhi. (2) sementara itu kemenangan 
yang diraih oleh tokoh blater lebih disebabkan oleh faktor 
ketergantungan keamanan masyarakat terhadap seorang blater. 
Pebedaan penelitian dalam skripsi terdahulu dengan penelitian yang akan 
di bahas oleh peneliti. Penelitian yang ditulis Siti Nurudiniyah ialah, 
peran kiai dan blater dalam pemilihan kepala desa, karena keterlibatan 
kiai dan blater memang sangat penting dan berpengaruh dalam 



































kemenangan pemilihan kepala desa di madura. Sementara peneliti 
dalam penulisan skripsi ini memfokuskan penelitiannya terhadap pola 
komunikasi seorang blater anggota DPRD Kabupaten.  Dari sini 
sudah ditemukan letak perbedaan yang sangat jelas antara skripsi 
yang ditulis oleh Siti Nurudiniyah ini dengan kajian yang sedang 
penulis teliti, meskipun sama-sama meneliti tentang sosok Blater. 
Sedangkan persamaan antara skripsi ini dengan yang penulis kaji adalah 
sama sama meneliti sosok Blater dan penelitian kualitatif yang juga 
menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 
2. Penelitian tentang blater sebelumnya sudah pernah ditulis dalam 
bentuk skripsi oleh Mohammad Ismail dengan judul,  “Kehidupan  
Kiai Dan Blater di Desa Tengginah Kecamatan Labang Kabupaten 
Bangkalan 1986-1999” pada tahun, 2015. Mahasiswa jurusan Sejarah-
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Malang. Pebedaan penelitian 
dalam skripsi terdahulu dengan penelitian yang akan di bahas oleh peneliti. 
Penelitian yang ditulis Mohammad Ismail ialah, seperti apa pengaruh 
dari adanya sosok Kiai dan blater dalam kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat desa tengginah, juga untuk mengetaui seperti apa dinamika 
hubungan antara sosok kiai serta blater yang mempunyai latar 
belakang yang berlawanan arah. Sementara peneliti dalam penulisan 
skripsi ini memfokuskan penelitiannya terhadap pola komunikasi 
seorang blater anggota DPRD Kabupaten.  Dari sini sudah 
ditemukan letak perbedaan yang sangat jelas antara skripsi yang 
ditulis oleh Mohammad Ismail ini dengan kajian yang sedang penulis 



































teliti, meskipun sama-sama meneliti tentang sosok Blater. Sedangkan 
persamaan antara skripsi ini dengan yang penulis kaji adalah sama sama 
meneliti sosok Blater dan penelitian kualitatif yang juga menggunakan 
metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 
3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Wachid dalam bentuk skripsi 
yang berjudul,  “Kehidupan Blater (Studi Kasus Di Kecamatan 
Banyuates Kabupaten  Sampang-Madura)”  pada tahun,  2006.  
Mahasiswa  Program Studi Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negri Surabaya. Inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti 
apa kehidupan yang dijalani oleh  seorang  blater  sehari-harinya  dalam  
lingkungan  masyarakat,  juga untuk mengetahui bagaimana cara 
seorang blater untuk mempertahankan harga diri serta martabatnya 
sebagai seorang blater. 
Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Wachid ini sama-
sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses penelitiannya, 
tetapi mempunyai fokus penelitian yang berbeda dari penelitian yang 
penulis lakukan. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Wachid lebih 
kepada kehidupan  blater  itu  sendiri dan tradisi  yang  terikat  pada 
diri seorang blater, seperti sabung ayam, remoh dan lain lain, bukan 
tentang pola komunikasi seorang blater anggota DPRD. Dari sini sudah 
jelas antara persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 
Wachid dengan penelitian penulis. 
4. Penelitian  yang  kedua  dilakukan  oleh  Ardhie  Raditya  dengan 
judul,  “Politik Keamanan Jagoan Madura”  pada tahun, 2011. 



































Mahasiswa Program Studi Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negri Surabaya. Penulisan penelitan ini adalah dalam bentuk jurnal 
yang di terbitkan oleh Jurnal Studi Pemerintahan vol.2 no 1 februari 
2011. 
Inti dari penelitian ini adalah bagaimana proses yang dilakukan 
oleh  blater  untuk  dapat  memiliki  kekuasan  serta  mencari  
keuntungan dalam lingkungan masyarakat Madura, dan bagaimana 
hubungan seorang blater dengan seorang penguasa dalam memonopoli 
demokrasi politik dalam masyarakat untuk mendapatkan kedudukan 
dalam pemerintahan. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh 
Ardhie Raditya di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 
pada hubungan yang tercipta antara sosok blater, baik itu dengan 
masyarakat atau dengan para elit politik itu sendiri. Sementara peneliti 
dalam penulisan skripsi ini memfokuskan penelitiannya terhadap pola 
komunikasi seorang blater anggota DPRD Kabupaten.   
Dari sini sudah ditemukan letak perbedaan yang sangat jelas 
antara skripsi yang ditulis peneliti dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Ardhie Raditya di atas, yang lebih fokus pada bagaimana proses 
seorang blater dalam memonopoli kekuasaan, baik itu dalam 
lingkungan masyarakat atau dalam proses demokrasi politik dalam 
pemerintahan untuk mendapatkan kedudukan ini. Sedangkan persamaan 
antara skripsi ini dengan yang penulis kaji adalah sama sama meneliti 
sosok Blater dan penelitian kualitatif yang juga menggunakan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi.  



































F. Definisi Konsep Penelitian 
1. Pola Komunikasi 
Pengertian pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola 
hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan 
cara yang tepat. Sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dimensi 
pola komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu pola komunikasi yang 
berorientasi pada konsep dan pola komunikasi yang berorientasi pada sosial 
yang mempunyai hubungan yang berlainan9. 
Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan 
sebagai bentuk (struktur ) yang tetap. Komunikasi menurut Everret M. 
Rogers yaitu Proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu 
penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 
mereka10. 
Pola komunikasi menurut Syaiful Bahri Djamarah mengatakan 
bahwa pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan antara 
dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan 
cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dimensi 
pola komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu pola yang berorientasi 
pada konsep dan pola yang berorientasi pada sosial yang mempunyai 
arah hubungan yang berlainan11 Pola Komunikasi adalah proses atau pola 
                                                          
9 http://www.psychologymania.com/2013/08/pengertian-pola-komunikasi.html?m=1 (diakses 
pada 5 mei 2014) 
10 Badudu Js, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994) 
 
11 http://riswantohidayat.wordpress.com/komunikasi/proses-komunikasi(di akses pada 10 Oktober 
2013) 



































hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih guna menyampaikan 
pesan sesuai dengan yang diinginkan. 
Sedangkan pola komunikasi menurut Effendy, Pola Komunikasi 
adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya 
unsur-unsur yang di cakup beserta keberlangsunganya, guna 
memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis.Komunikasi adalah 
salah satu bagian dari hubungan antar manusia baik individu maupun 
kelompok dalam kehidupan sehari-hari, dari pengertian ini jelas bahwa 
Komunikasi melibatkan sejumlah orang dimana seorang menyatakan 
sesuatu kepada orang lain, jadi yag terlibat dalam Komunikasi itu adalah 
manusia itu. Pola komunikasi dibagi menjadi tiga yaitu,komunikasi satu 
arah, komunikasi dua arah dan komunikasi multi arah12. 
Menurut Effendy, Pola Komunikasi terdiri atas 3 macam yaitu13 : 
a. Pola Komunikasi satu arah adalah proses penyampaian pesan dari 
Komunikator kepada Komunikan baik menggunakan media 
maupun tanpa media, tampa ada umpan balik dari Komunikan 
dalamhal ini Komunikan bertindak sebagai pendengar saja. 
b. Pola Komunikasi dua arah atau timbale balik (Two way traffic 
aommunication) yaitu Komunikator dan Komunikan menjadi 
saling tukar fungsi dalam menjalani fungsi mereka, Komunikator 
pada tahap pertama menjadi komunikan dan pada tahap 
berikutnya saling bergantian fungsi. Namun pada hakekatnya 
yang memulai percakapan adalah komunikator utama, 
                                                          
12 Effendy,Onong Uchyana, Dinamika Komunikasi, Rosda Karya Bandung, 1986 hal.33 
13 Effendy, Onong Uchjana. KAMUS KOMUNIKASI. Bandung : PT. Mandar Maju 1989, hal. 32 



































komunikator utama mempunyai tujuan tertentu melalui proses 
Komunikasi tersebut, Prosesnya dialogis, serta umpan balik 
terjadi secara langsung. (Siahaan, 1991). 
c. Pola Komunikasi multi arah yaitu Proses komunikasi terjadi 
dalam satu kelompok yang lebih banyak di mana Komunikator 




Secara sederhana, komunikasi adalah hubungan dan interaksi yang 
terjadi antara dua orang atau lebih. Selain itu komunikasi merupakan proses 
penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu 
dan memungkinkan seorang komunikator merubah sikap, pendapat atau 
(merespon) orang lain atau komunikan.14 Dalam komunikasi ini 
memerlukan adanya hubungan timbal balik antara penyampai dan penerima 
pesan. 
Dengan kata lain, komunikasi merupakan serangkaian proses 
pertukaran pesan yang kemudian melahirkan sebuah cara atau model yang 
digunakan dalam komunikasi tersebut. Kesepahaman dalam berkomunikasi 
pengartian sederhananya merupakan penerapakan model komunikasi milik 
Laswell dimana unsur effect dan feedback harus tercapai dalam sebuah 
komunikasi.15 
                                                          
14 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2010), hlm. 68. 
15 Ibid., hlm. 147. 



































Dari konsep-konsep diatas berarti bahwa yang dimaksud dengan 
pola komunikasi dalam penelitian ini merupakan pola komunikasi yang 
dilakukan seorang blater anggota DPRD Kabupaten Sampang, dalam hal ini 
yaitu H. Sahid yang merupakan seorang blater dalam berkomunikasi kepada 
anggota DPRD yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. 
Dimana bila kita lihat sosok seorang blater yang menjungjung tinggi adab 
dan norma kesopanan, tetapi juga merupakan sosok yang kuat, pemberani, 
mempunyai ilmu kanuraga, dan juga tegas dalam berkomunikasi.   
Dinamika pola komunikasi seorang blater berbeda-beda dengan anggota 
DPRD yang satu dengan yang lain, melihat latar belakang anngota DPRD 
yang juga berbeda-beda. 
2. Blater  
Dalam kehidupan masyarakat Madura, seorang blater merupakan 
suatu golongan social yang menjadi orientasi kepemimpinan masyarakat. 
Blater  dapat  menjadi  pusat orientasi  kepemimpinan masyarakat karena 
mereka memiliki keberanian dan kelebihan ilmu kanuragan, sehingga 
disegani oleh masyarakat16. Sebagai salah satu ikon sosial masyarakat 
Madura, blater tidak bias dipisahkan dari lintasan sejarah yang melatar 
belakangi kemunculannya. 
Dunia keblateran yang dikenal sejak lama merupakan bagian dari 
fenomena yang menjadi cirri khas masyarakat Madura. Hal itu juga terjadi 
di berbagai daerah di Indonesia, dengan konteks sosio-historis yang 
                                                          
16 A. Latief Wiyata dan Kusnadi (ed), Proses Demokratisasi di Indonesia: 
Kasus Pemilihan Bupati Sampang Madura Periode 2000-2005,  (Jember: 
LPPM ”Kawula Saras”, 2001), h.180 



































berbeda pula. Nama blater di Madura yang telah mencerminkan sebuah 
nama julukan (jagoan), akan berubah nama (sebutan), ketika ikon sosial 
seperti blater berada di pulau lain seperti di tanah Jawa, Sunda, 
Sumatera, Makassar, dan lain sebagainya, namun secara esensial adalah 
sama. Dari perspektif historis, seperti yang dikutip Rozaki dalam Ong Hok 
Ham17, bahwa fenomena keblateran dalam banyak hal seringkali merujuk 
pada sosok jagoan sebagai orang kuat desa. Karena itu, konstruksi tentang 
keblateran sangat terkait pula dengan konstruksi jagoan di dalam 
masyarakat. Blater adalah orang kuat di Madura, baik secara fisik maupun 
spiritual, dan biasanya dikenal memiliki ilmu kebal dan kanuragan. 
Seorang blater dapat mengumpulkan pengikut, anak buah, dan kekuatannya 
bergantung tidak saja pada kemampuannya dalam mengelola ilmu 
kanuragan, tetapi juga pada anak buah yang dimilikinya.  
Pada masa prakolonial, organisasi jagoan merupakan satu-satunya 
alat penguasa untuk keamanan. Bahkan seorang raja sering kali dinisbatkan 
pada sosok seorang jago, meskipun ia harus memiliki wahyu kedaton 
sebagai legitimasi. Tetapi dalam praktik kekuatan politik yang disertai 
kharisma tinggi seorang penguasa diukur dari jumlah kekuatan yang 
dimiliki dan raja tidak lain adalah seorang yang superjago. Kemunculan  
seorang  blater  sebetulnya  sudah  ada pada zaman kerajaan-kerajaan yang 
tersebar di pulau Madura, atau bahkan zaman kolonial Belanda, dan yang 
paling terkenal adalah sejak munculnya sosok Sakera di tengah-tengah 
masyarakat dalam membela orang kecil. Sejak itulah nama Sakera dan 
                                                          
17 Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa Kiprah Kiayi dan Blater Sebagai Rezim 
Kembar di Madura, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), h. 52 



































Blater semakin dikenal. Hal ini dikarenakan orang tersebut mempunyai 
kelebihan "khusus" dibandingkan dengan orang lain, dan ia bisa masuk 
kesemua jaringan yang ada di dalam masyarakat, yang tak lepas dari pola 
komunikasi yang digunakan oleh seorang blater pada latar belakang sosial 
yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang blater sama 
dengan orang umum lainnya. Tetapi yang  membedakan  adalah  ikatan  
pertemanan  yang hampir  tidak pernah putus siang maupun malam. 
Masyarakat Madura pada umumnya juga mempunyai ikatan emosional 
yang kuat antar etnis. Hal ini terbukti dengan pola komunikasi yang 
dibangun, ketika mereka bertemu satu sama lain di tempat yang berbeda (di 
luar Madura) selalu menggunakan bahasa Madura. 
Oleh karena itu, untuk melihat sejarah munculnya seorang blater 
tidak dapat dilepaskan dari struktur ekologis dan gerak sosiologis 
masyarakat dalam merespon peristiwa dan kondisi sosial yang di hadapinya. 
Sebagaimana sejarah kekuasaan raja di Madura, seorang raja yang 
memegang kekuasaan seringkali dipersonifikasikan sebagai seorang yang 
kuat (jago) dalam berbagai hal, termasuk dalam masalah kanuragan. Hal itu 
akan menentukan kewibawaan raja  tersebut  sebagai  simbol  penguasa  
yang  kuat  dan  disegani. Selain itu, seorang raja harus mampu 
mempertahankan kekuasaannya dan melakukan ekspansi ke daerah jajahan 
lainnya18.  
Blater merupakan seorang sosial yang cukup berpengaruh di 
kalangan masyarakat Madura. Kelompok itu dapat dimanfaatkan untuk   
                                                          
18 Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa Kiprah Kiayi dan Blater Sebagai Rezim 
Kembar di Madura, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), h. 59 



































berbagai   kepentingan,   seperti   kepentingan   politik   dan kekuasaan. 
Hubungan antara kiai dan kelompok blater biasanya cenderung   bersifat   
simbiosis,   saling   membutuhkan,   walaupun fungsi dan peranan sosial 
mereka antagonistik. Tidak sedikit kiai yang memiliki latar belakang sosial 
sebagai blater sehingga kadang - kadang perangai blaternya tetap muncul, 
sekalipun ia sudah menyandang simbol-simbol keagamaan Islam tersebut19.  
Salah satu tradisi atau kebiasaan masyarakat Madura, khususnya di daerah 
kabupaten  Sampang,  yang  sampai  saat  ini  masih  berlangsung adalah 
menyelenggarakan semacam pesta yang disebut to'oto' dan remoh  
(sandur).  Remoh  merupakan  tradisi  perkumpulan  yang selalu digelar 
oleh kalangan blater, terutama bila dirinya sedang memiliki  hajatan.  Ada  
perbedaan  yang  mencolok  antara  remoh yang  dilakukan  oleh  kalangan  
warga  masyarakat  biasa,  dengan yang dilakukan oleh seorang blater20. 
Dengan demikian, dari jauh orang  sudah  dapat  membedakan  apakah  ada  
penyelenggaraan remoh, to'oto', atau hajatan yang lain. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu 
lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. 
Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi 
sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu 
maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan 
adanya kenyataan bahwa seringnya kebijakan-kebijakan yang telah 
                                                          
19 Andang    Subaharianto,    dkk.,    Tantangan    Industrialisasi    Madura (Membentur  Kultur,  
Menjunjung  Leluhur,  Malang:  Bayumedia  Publishing, 2004), h. 57 
20 Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa Kiprah Kiayi dan Blater Sebagai Rezim 
Kembar di Madura, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), h. 77 



































ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali 
tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. 
Fungsi pengawasan merupakan fungsi manejemen yang penting 
yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan 
nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang 
efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di 
dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini 
terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Berawal dari 
ungkapan tersebut di atas maka fungsi pengawasan patut mendapatkan 
perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih.  
Sejalan dengan otonomi daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan 
keuangan daerah mengandung arti penting, karena segala sesuatu yang 
terkait denganpenyelenggaraan pemerintahan tentu akan berkenaan dengan 
anggaran. Pelaksanaan keuangan daerah yang dimaksud di sini adalah 
penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) dibiayai dari dan  atas beban APBD. Sementara itu, yang 
dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan 
tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Mengingat 
pentingnya pengawasan itu maka Undang-Undang No.32 tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah kembali memberikan penegasan tentang 
pengawasan, dalam Pasal 217 sampai dengan Pasal 22321 
                                                          
21 Penjelasan Umum Undang-Undang No.27 tahun 2009 tentang Lembaga Negara hal:21 














































Dari kerangka di atas dapat diketahui bahwa budaya dan pola 
komunikasi itu sangatlah saling berkaitan. Budaya dapat membentuk Pola 
Komunikasi dalam lingkungan masyarakat. Simbol-simbol dari sebuah 
masyarakat adalah simbol budaya yang paling bisa dilihat. Budaya yang 
syarat dengan simbol-simbol serta pesan-pesan yang bersifat verbal 
,maupum non verbal di dalamnya, akan membentuk pola komunikasi 
tersendiri bagi masyarakat yang bersinggungan dengan budaya tersebut. 
Dalam penelitian tentang pola komunikasi bleter yang ada di 
DPRD Kabupaten Sampang ini, peneliti akan mencoba mengungkap 
seperti apa pola komunikasi blater, baik itu dalam bentuk simbol-simbol 
seperti busana dan aksesoris yang digunakan, serta perilaku yang blater 
tunjukkan dalam proses interaksi dengan masyarakat. Setiap simbol-
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simbol dan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang blater anggota DPRD 
akan membuahkan respon terhadap masyarakat yang melihatnya, dan hal 
itu akan membentuk sebuah pola-pola komunikasi tersendiri bagi blater 
pada setiap lawan bicara nya yang mampunya latar belakang berbeda-
beda. Untuk menganalisa pola komunikasi blater yang ada di DPRD 
Kabupaten Sampang ini, peneliti akan menggunakan teori interaksi 
simbolik milik Herbert Blummer, karena teori ini sangat cocok dengan 
pola komunikasi blater menggunakan komunikasi verbal maupun non 
verbal dalam proses interaksi dengan masyarakat. Teori interaksi simbolik 
milik Herbert Blumer ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 
penelitian, karena di dalamnya memiliki tendensi-tendensi pemikiran yang 
kuat untuk menganalisis penelitian ini. 
Teori Interaksi Simbolik 
Istilah interaksi simbolik diciptakan oleh Herbert Blumer pada tahun 
1937 dan dipopulerkan oleh Blumer juga, meskipun sebenarnya Mead-lah 
yang paling popular sebagai peletak dasar teori tersebut.22 Esensi dari teori 
Interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, 
yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna Blumer 
mengkonseptualisasikan manusia sebagai pencipta atau pembentuk kembali 
lingkungannya, sebagai perancang dunia obyeknya dalam aliran tindakannya, 
alih–alih sekedar merespons pengharapan kelompok. 
                                                          
22 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu 
Sosial Lainnya, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), hal. 68-73. 



































Perspektif interaksionisme simbolik berusaha memahami perilaku 
manusia dari sudut pandang subyek, perspektif ini menyarankan bahwa 
perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia 
membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan 
keberadaan orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang 
mereka berikan kepada orang lain, situasi, obyek dan bahkan pada diri mereka 
sendiri yang menentukan perilaku mereka. Perilaku mereka tidak dapat 
digolongkan sebagai kebutuhan, dorongan impuls, tuntutan budaya atau 
tuntutan peran, manusia bertindak hanya berdasarkan pada definisi atau 
penafsiran mereka atas obyek-obyek di sekeliling mereka. 
Secara ringkas Teori Interaksionisme simbolik didasarkan pada 
premis-premis berikut, pertama individu merespons suatu situasi simbolik, 
mereka merespon lingkungan termasuk obyek fisik (benda) dan obyek sosial 
(perilaku manusia) berdasarkan media yang dikandung komponen-
komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Kedua, makna adalah produk 
interaksi sosial, karena itu makna tidak melihat pada obyek, melainkan 
dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa, negosiasi itu dimungkinkan 
karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya obyek fisik, 
tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran obyek fisik, tindakan atau 
peristiwa itu) namun juga gagasan yang abstrak. Ketiga, makna yang 
interpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan 
perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial, perubahan 
interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, 
yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. 



































Peneliti menggunakan teori interaksi simbolik milik Herbert blumer 
karena teori ini sangat cocok dan akan banyak membantu dalam proses 
penelitian yang memfokuskan pada proses pola komunikasi yang dibangun 
oleh blater yang menjadi subyek penelitian. Dengan menggunakan teori ini 
peneliti berharap bisa cepat memahami seperti apa dan bagaimana pola 
komunikasi blater dengan anggota DPRD Kab. Sampang yang mempunyai 
latar belakang yang berbeda-beda. Pola komunikasi blater disini tidak hanya 
menggunakan komunikasi secara verbal, tetapi juga nonverbal (simbol) yang 
juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. 
Simbol adalah suatu rangsangan yang mengandung makna dan nilai 
yang dipelajari bagi manusia, dan respon manusia terhadap simbol adalah 
dalam pengertian makna dan nilainya alih-alih dalam pengertian stimulasi 
fisik dari alat-alat indranya. Maka dari itu sangatlah penting untuk bisa 
mengerti dan memahami simbol-simbol dalam proses komunikasi untuk 
mencapai kesepahaman dalam proses interaksi. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori komunikasi persuasif 
Komunikasi persuasif berusaha mempengaruhi individu melalui terpaan 
pesannya, sehingga dapat didefinisikan pesan yang dimaksudkan untuk 
mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku individu maupun 
organisasi23. Untuk tujuan tersebut, bukan hal yang mudah dan begitu saja 
bisa dilakukan, sehingga dalam membentuk sebuah pesan yang persuasif 
                                                          
23 Sutrisna Dewi, Komunikasi Bisnis, (Yogyakarta, Andi, 2007), hal. 104-105 



































perlu mempehatikan prinsip tau kerangka AIDA (Attention, Interest, Desire, 
Action). 
1. Attention (perhatian) 
Pada bagian awal, diuraikan ide pokok yang menarik perhatian dan 
manfaat bagi audiens. 
2. Interest (minat) 
Pesan tersebut harus mampu membangkitkan minat dan 
ketertarikan audiens. 
3. Desire (keinginan) 
Yang kemudian mendorong pada penumbuhan kebutuhan. 
4. Action (tindakan) 
Diharapkan muncul sebuah tindakan yang diinginkan oleh 
komunikator. 
H. Metode Penelitian 
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan di kabupaten Sampang Madura ini hendak 
melihat pola komunikasi seorang bater Madura, dilihat dari sisi pola 
komunikasi seorang blater di DPRD Kabupaten Sampang. Dipilihnya 
kabupaten Sampang sebagai wilayah penelitian adalah karena di DPRD 
Kabupaten Sampang ini terdapat Seorang blater. Penelitian ini 
difokuskan di DPRD kabupaten Sampang. Berdasarkan pendekatan yang 
digunakan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
menggunakan analisis deskriptif, yaitu metode yang memusatkan 



































perhatiannya pada prinsiprinsip umum yang mendasari satuan-satuan 
yang ada dalam sisi kehidupan seorang blater. Menurut Weber, dalam 
memahami sosio budaya maka diperlukan beberapa metode khusus 
dalam rangka memahami berbagai motif dan arti atau makna tindakan 
manusia.10 Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah kontruksi sosial 
yang dapat dilukiskan kerangkanya dengan menggunakan metode 
fenomenologi.11 
Dipilihnya pendekatan secara fenomenologis adalah untuk me-
nyelidiki bagaimana pola komunikasi, yang mempengaruhi mereka atau 
pun sebaliknya. Dengan demikian, peneliti mencoba menangkap dan 
menginterpretasikan setiap bentuk komunikasi seorang blater secara 
terperinci. Selain itu, teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data 
penelitian ini adalah teknik observasi atau pengamatan, wawancara, dan 
dokumentasi. 
2. Subyek, Objek dan Lokasi Penelitian 
Subyek penelitian, peneliti akan memilih seorang blater yang cukup 
di segani di anggota DPRD kabupaten Sampang tersebut untuk dijadikan 
informan dalam proses menggali informasi dan pengumpulan data 
tentang pola komunikasi yang mereka gunakan untuk mengambil 
kebijakan.  
Penelitian berlokasi di Kabupaten Sampang sebagai lokasi 
penelitian Blater dan Legislatif  “Studi kasus pola komunikasi seorang 
Blater di Parlemen (DPRD Kabupaten Sampang)”. Komunikasi ini 



































dibangun untuk kepentingan  masyarakat kabupaten tersebut. Dan juga 
yang berhubungan dengan Kabupaten Sampang. 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Data primer didapat berdasarkan hasil interview tetutup yang 
dilakukan dengan menggunakan  pertanyaan yang sifatnya terbuka 
dan berkembang. Dasar pertimbangannya adalah untuk menghindari 
kesalahpahaman dalam menafsirkan konsep-konsep yang dipahami 
informan dan meminta penjelasan kepada informan apabila terdapat 
hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.  
Dalam teknik ini penetapan informan dilakukan dengan 
mengambil orang yang terpilih oleh peneliti berdasar ciri-ciri spesifik 
yang dimiliki oleh sample atau memilih sample yang sesuai dengan 
tujuan peneliti. Yang mana disini penulis meneliti H. Sahid sebagai 
informan utama dalam penelitian tentang pola komunikasi seorang 
blater 
b. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data tambahan yang didapat berdasarkan 
data yang dimiliki oleh objek, dalam hal ini data yang dimiliki 
Pemerintahan DPRD kabupaten Sampang. Dan juga dari bapak Kader 
yang juga salah satu anggota DPRD kabupaten Sampang, dan juga 
bapak H. Imam Ubaidillah selaku ketua DPRD kabupaten Sampang 



































yang dapat berbentuk data dokumentasi atau data laporan yang telah 
ada24. 
4. Tahap-Tahap Penelitian 
Pada tahap penelitian ini, peneliti dituntut untuk merekam data 
lapangan secara maksimal yang pada gilirannya akan memperoleh data 
yang maksimal pula. Tahap penelitian dapat dilakukan dengan dua 
langkah baik dari sisi operasional fisik maupun kerangka berpikir. 
Tahapan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Persiapan (pralapangan), yang meliputi: penyusunan rancangan 
penelitian; memilih lapangan; mengurus perizinan; menilai keadaan 
lapangan atau lokasi penelitian; memilih informan; menyiapkan 
instrumen penelitian; dan etika dalam penelitian. 
2. Lapangan, yang meliputi: memahami dan memasuki lapangan dan 
aktif dalam kegiatan (pengumpulan data). 
3. Pengolahan Data, yang meliputi: reduksi data; display data 
(bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan 
satu data dengan data lainnya); analisis data; mengambil kesimpulan 






                                                          
24 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 180. 



































5. Tehnik Pengumpulan Data 
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  dengan  menggunakan 
pendekatan fenomenologi memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut25 :  
1. Observasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan tiga 
macam observasi, yaitu: observasi tidak terstruktur (dilakukan 
jika fokus penelitian belum jelas); observasi terus terang (peneliti 
menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang 
melakukan penelitian); observasi partisipatif (peneliti terlibat 
dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang 
digunakan sebagai sumber data penelitian) 
2. Wawancara. Penelitian ini akan melewati tiga tahap pelaksanaan 
wawancara, yaitu: wawancara tidak terstruktur dan terbuka 
(wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 
wawancara; wawancaran semi terstruktur (wawancara yang 
pelaksanaannya lebih bebas dari wawancara terstruktur); dan 
wawancara terstruktur (wawancara yang dilakukan dengan 
berpangku pada pedoman wawancara, yang dilakukan setelah 
peneliti benar-benar mengetahui tentang informasi yang 
diperoleh dari wawancara sebelumnya). 
3. Dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini juga akan 
menggunakan berbagai dokumen-dokumen yang ada, berupa 
                                                          
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2009), hal. 226-241. 
 



































catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar, 
serta karya-karya monumental dari seseorang. 
6. Teknik Analisis Data 
Pada dasarnya teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
deskriptif kualitatif dengan tahapan penilaian data, pengurutan, dan 
pembuatan catatan lapangan. Analisis data dilakukan dalam dua tahap, 
yakni analisis ketika berada di lapangan sewaktu pengumpulan data dan 
analisis setelah data terkumpul. 
Analisis data ketika pengumpulan data di lapangan dilakukan 
dengan jalan: 
a. Merumuskan gagasan berdasarkan data-data awal yang telah 
diperoleh. Hal ini dilakukan untuk memperoleh batasan penelitian 
dan focus kajian sehingga pengambilan data berikutnya tidak terlalu 
melebar. 
b. Melakukan review data, artinya membaca ulang data dan menandai 
bagian-bagian penting yang dapat digunakan untuk melakukan 
analisis dan selanjutnya.  
Analisis data setelah terkumpul dilakukan dengan tahapan sebagai 
berikut: 
1) Data yang terkumpul akan diinterpretasikan dan diberi makna 
setelah dikelompokkan berdasarkan jenis aktifitas yang telah 
ditentukan. 



































2) Temuan data disajikan dalam bentuk matriks temuan data sehingga 
mudah dibaca dan mempermudah penyusunan laporan dan 
menjawab laporan yang ada.  
Hasil temuan data akan dipadukan dengan hasil penelusuran 
kepustakaan untuk menemukan keterkaitan antar data sehingga dapat 
ditarik kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah yang ada. 
7. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Keabsahan data merupakan konsep penting dalam penelitian. 
Penelitian ini dipertanggungjawabkan dari segala sisi jika peneliti 
melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat 
dengan teknik yang akan diuraikan dalam sub bab ini untuk menetapkan 
keabsahan data diperlukan metode Intersubjectivity Agreement dan 
Triangulasi yaitu triangulasi sumber dan teori. 
Intersubjectivity Agreement yaitu semua pandangan, pendapat atau 
data dari subjek lainnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan titik 
temu antar data. Sedangkan Triangulasi adalah menganalisis jawaban 
subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris. 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan merupakan urutan sekaligus kerangka 
berpikir dalam penulisan proposal, untuk lebih mudah memahami 
penulisan proposal ini, maka disusunlah sistematika pembahasan, antara 
lain: 
 



































1. BAB I: PENDAHULUAN, yang berisi: Latar Belakang Masalah; 
Rumusan Masalah; Maksud Dan Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; 
Penelitian Terdahulu; Definisi Konsep; Metode Penelitian (Pendekatan 
dan Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Pemilihan Subjek 
dan Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Tahap-Tahap Penelitian, 
Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Tehnik 
Keabsahan Data); dan Sistematika Pembahasan. 
2. Bab II adalah kajian teoritis, berisi tentang kajian pustaka dan kajian 
teori. Dalam penelitian kualitatif kajian kepustakaan konseptual yang 
menjelaskan tentang seorang blater di Madura. 
3. Bab III adalah Profil data dan Deskripsi Hasil Penelitian 
4. Bab IV adalah Analisis Data dan Konfirmasi dengan Teori 
5. Bab V adalah penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan yang 
merupakan jawaban langsung dari permasalahan dan rekomendasi serta 
saran-saran. Yang perlu diingat bahwa kesimpulan harus sinkron 
dengan rumusan masalah, baik dalam hal urutan atau jumlahnya. 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS 
A. Kajian Pustaka 
1. Pola Komunikasi 
a. Komunikasi 
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari yang 
namanya komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Komunikasi secara langsung salah satunya adalah dengan cara bertemu 
dan bertatap muka secara langsung sedangkan komunikasi secara tidak 
langsung bisa melalui perantara orang ketiga yang menyampaikan 
pesan nantinya. Hal ini pasti selalu ada di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Apalagi sifat manusia itu sendiri adalah makhluk sosial 
yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri melainkan perlunya 
interaksi dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk kongkret dari 
interaksi ini adalah komunikasi tersebut. 
Komunikasi atau dalam bahasa inggrisnya communication, berasal 
dari bahasa latin comunnicatio dan bersumber dari kata comunnis yang 
berarti: sama; sama di sini maksudnya adalaha: sama makna.25 Artinya 
ide atau lambang yang di sampaikan sama dengan pikiran. Atau 
memindahkan gagasan melalui lambang-lambang yang di mengerti 
orang lain, dengan tujuan agar orang lain memahami ayang yang 
dimaksudkan. 
                                                          
25 Onong Uchjana Efendi, Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek, Remaja Karya, Bandung, 1985, 
hal. 11 
 



































Komunikasi sering di namakan juga sebagai sistem informasi, 
yaitu segenap unsur yang saling berhubungan dan tidak dapat di 
pisahkan dalam upaya membuat, menerima dan memberikan sesuatu 
pada orang lain dengan maksud tertentu. Kaitannya dengan ini, dalam 
ilmu komunikasi di kenal juga istilah publistik. Banyak yang berbeda 
pendapat mnegenai kedua istilah tersebut, tetatpi banyak ahli 
komunikais yang menyamakannya. Perbedaan itu hanya pada aspek 
historis dan leksikon saja. Mereka sepakat pada arti terminologinya.26 
Menurut Onong Uchjana Efendi dalam bukunyaYoyon Mudjiono, 
Komunikasi adalah :  
“Proses penyampain suatu pernyataan yang di lakukan oleh 
seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan 
sosial”. 
Komunikasi berarti proses penyampain sesuatu mengandung arti, 
lewat media mauput tidak yang berupa gagasan, ide, perasaan, 
pernyataan dan seabagainya dalam upaya menpengaruhi orang lain agar 
bertindak sesuai dengan aapa yang di kehendaki.27 
b. Bentuk dan Pola Komunikasi 
1) Bentuk Komunikasi 
Komunikasi intrapersonal merupakan proses berfikir dalam 
selektifitas terhadap pesan yang akan di sampaikan dan tidak 
melibatkan orang lain dalam proses tersebut, baik dia menolak atau 
                                                          
26 Yoyon Mudjiono, Ilmu Komunikasi, Jaudar Press, Surabaya 2012, hal 3 
27 Yoyon Mudjiono, Ilmu Komunikasi, Jaudar Press, Surabaya 2012, hal 7 
 



































menerimanya. Jadi terjadinya komunikasi intrapersonal di dasarkan 
atas proses berfikir dari komunikan yang tidak terpengaruh oleh 
lingkungan yang ada di sekitarnya. 
komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang 
terjadi bila berkomunikasi orang lain atau seseorang dengan 
sejumlah orang, baik di lakukan secara verbal, non verbal maupun 
vocal.28 
Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari tiga 
individu atau lebih dengan tujuan yang sudah di ketahui 
sebelumnya, seperti berbagai informasi, peliharaan diri, pemecahan 
masalah, yanganggota-anggotanya dapat mengingat karakterisitik 
pribadi anggota kelompok lainnya.29
 
Komunikasi massa yaitu komunikasi kepada orang banyak 
yang bersifat massa, dan dengan media massa. Komunikasi massa 
yang bersifat menyampaikan kepada sekelompok besar manusia 
baik yang bersifat fisik maupun yang tidak kentara atau abstrak, 
tujuannya adalah menggungah emosi atau individu-individu yang 
masing-masing mempunyai minat perhatian dan kepentingan yang 
berbeda, sehingga sikapnya terhadap pesan yang di sampaikan 
melalui komunikasi massa bersifat selektif atas memilih suatu hal 
yang memenuhi harapan, perhatian dan kepentingan masing-
masing. 
                                                          
28 Yoyon Mudjiono, Ilmu Komunikasi, (Surabaya: jaudar press, 2012), hlm 70 
29Yoyon Mudjiono, Ilmu Komunikasi, (Surabaya: jaudar press, 2012), hlm 77 
 



































2) Pola Komunikasi 
Pola di artikan sebagai bentuk struktur yang tetap. 
Sedangkan komunkasi adalah proses penciptaan arti terhadap 
gagasan atau ide yang di sampaikan. Komunikasi juga dapat di 
artikan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua 
orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang di 
maksud dapat di pahami; hubungan; kontak. Dengan demikian pola 
komunikasi adalah pola hubungan anatara dua orang atau lebih 
dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat 
sehingga pesan yang di maksud dapat di pahami.30
 
Pola komunikasi merupakan sebuah model dari proses 
komunikasi, sehingga dengan adanya beraneka ragam model 
komunkasi dan bagian dari proses komunikasi akan dapat ditemukan 
pola yang cocok dan mudah di gunakan dalam berkomunikasi. Pola 
komunikasi identik dengan prows komunikasi, karena pola 
komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan 
pesan sehingga diperoleh feedback dari penerima pesan, dari proses 
komunikasi, akan timbul pola, model, bentuk dan juga bagian-
bagian kecil yang berkaitan erat dengan prows komunikasi.31 
Pola komunikasi merupakan model dari proses komunikasi, 
sehingga dengan adanya berbagai macam model komunikasi dan 
bagian dari proses komunikasi akan dapat ditemukan pola yang 
                                                          
30 Syaiful Bahri Djamarah, pola komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga, (Jakarta : 
RINEKA CIPTA, 2004), hal 1 
31 Onong U Effendi, Dinamika Komunikasi,...........hal. 33 



































cocok dan lebih tepat agar mudah digunakan dalam berkomunikasi. 
Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi, karena pola 
komunikasi merupakan bagian dari proses komunikasi. Proses 
komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan 
pesan sehingga diperoleh feedback dari penerima pesan. Dari proses 
komunikasi, akan timbul pola, model, bentuk dan juga bagian-
bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi. 
Di sini akan diuraikan proses komunikasi yang sudah masuk 
dalam kategori pola komunikasi yaitu: 
a) Pola Komunikasi Primer 
Merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh 
komunikator kepada komunikan dengan menggunakan 
suatu symbol (symbol) sebagai media atau saluran. Dalam 
pola ini terbagi menjadi dua lambang yaitu lambang verbal 
dan lambang nob verbal. Lambang verbal yaitu bahasa 
sebagai lambang verbal yaitu paling banyak dan paling 
sering digunakan, karena bahasa mampu mengungkapkan 
pikiran komunikator.32 
Lambang non verbal yaitu lambang yang digunakan 
dalam berkomunikasi yang bukan bahasa, merupakan 
isyarat dengan anggota tubuh antara lain mata, kepala, bibir 
dan tangan. Selain itu gambar juga merupakan sebagai 
lambang komunikasi non verbal, sehingga dengan 
                                                          
32 Ibid. hal. 33 



































memadukan keduanya maka proses komunikasi dengan 
pola ini akan lebihefektif. Pola komunikasi ini dinilai 
sebagai model klasik, karena model ini merupakan model 
pemula yang dikembangkan oleh Aristoteles. 
b) Pola Komunikasi Sekunder 
Proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada 
komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai 
media kedua setelah memakai lambang pada media 
pertama. Komunikator menggunakan media kedua ini 
karena yang menjadi sasaran komunikasi yang jauh 
tempatnya, atau banyak jumlahnya. Dalam proses 
komunikasi secara sekunder ini semakin lama akan 
semakin efektif dan efisien, karena didukung oleh teknologi 
komunikasi yang semakin canggih. Pola komunikasi ini 
didasari atas model sederhana yang dibuat Aristoteles, 
sehingga mempengaruhi Harold D. Lasswell, seorang 
sarjana politik Amerika yang kemudian membuat model 
komunikasi yang dikenal dengan formula Lasswell pada 
tahun 1984. 
c) Pola Komunikasi Linear 
Linear di sini mengandung makna lurus yang berarti 
perjalanan dari satu titik ke titik lain secara lurus, yang 
berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada 
komunikan sebagai titik terminal. Jadi dalam proses 



































komunikasi ini biasanya terjadi dalam komunikasi tatap 
muka (face to face), tetapi juga adakalanya komunikasi 
bermedia. Dalam proses komunikasi ini pesan yang 
disampaikan akan efektif apabila ada perencanaan sebelum 
melaksanakan komunikasi.33
 
d) Pola Komunikasi Sirkular 
Sirkular secara harfiah berarti bulat, bundar atau 
keliling. Dalam proses sirkular itu terjadinya feedback atau 
umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke 
komunikator, sebagai penentu utama keberhasilan 
komunikasi. Dalam pola komunikasi yang seperti ini proses 
komunikasi berjalan terus yaitu adanya umpan balik antara 
komunikator dan komunikan. 
3) Persamaan dan Perbedaan Bentuk dan Pola Komunikasi 
Untuk persamaan yaitu mengupayakan agar terjadinya 
komunikasi yang efektif dengan memperhatikan pesan yang di 
sampaikan oleh komunikan kepada komunikator agar mampu di 
pahami dengan baik dan menghasilkan hubungan komunikasi timbal 
balik antara komunikan dan komunikator. 
Perbedaan dari bentuk dan pola komunikasi yaitu dalam 
bentuk komunikasi sudah di jelaskan bahwa bentuk-bentuk 
komunikasimeliputi intrapersonal, interpersonal, komunikasi 
                                                          
33 Dasrun Hidayat, Komunikasi Abtarpribadi dan Medianya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 
43. 
 



































kelompok dan komunikasi massa, dari ke empat bentuk tersebut 
lebih bersifat verbal dan non vorbal, komunikasi verbal adalah 
komunikasi secara lisan melalui perkataan sedangkan komunikasi 
non verbal bisa melalui pesan tulisan atau isyarat maupun simbol-
simbol. Untuk pola komunikasi sendiri lebih menonjol ke modelnya 
seperti pola primer, sekunder, linier dan sirkuler. Karena pola dan 
model adalah bagian dari proses komunikasi maka pola komunikasi 
dapat di simpulkan dari proses komunikasi tersebut. 
2. Blater (Jawara Madura) 
Dalam kehidupan masyarakat Madura, kaum blater merupakan 
suatu golongan sosial yang menjadi orientasi kepemimpinan 
masyarakat. Blater dapat menjadi pusat orientasi kepemimpinan 
masyarakat karena mereka memiliki keberanian dan kekebalan diri 
(kelebihan ilmu kanuragan), sehingga disegani oleh masyarakat34. 
Sebagai salah satu ikon sosial masyarakat Madura, blater tidak bisa 
dipisahkan dari lintasan sejarah yang melatarbelakangi 
kemunculannya. Dunia keblateran yang dikenal sejak lama merupakan 
bagian dari fenomena yang menjadi ciri khas masyarakat Madura. Hal 
itu juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dengan konteks sosio-
historis yang berbeda pula. Nama blater di Madura yang telah 
mencerminkan sebuah nama kelompok Jawara (jagoan), akan berubah 
nama (sebutan), ketika ikon sosial seperti blater berada di pulau lain 
                                                          
34 A. Latief Wiyata dan Kusnadi (ed), Proses Demokratisasi di Indonesia: Kasus Pemilihan Bupati 
Sampang Madura Periode 2000-2005, (Jember: LPPM ”Kawula Saras”, 2001), h.180 



































seperti di tanah Jawa, Sunda, Sumatera, Makassar, dan lain sebagainya, 
namun secara esensial adalah sama. 
Dari perspektif historis, seperti yang dikutip Rozaki dalam Ong Hok 
Ham35, bahwa fenomena keblateran dalam banyak hal seringkali 
merujuk pada sosok jagoan sebagai orang kuat desa. Karena itu, 
konstruksi tentang keblateran sangat terkait pula dengan konstruksi 
jagoan di dalam masyarakat. Blater adalah orang kuat. 
Kemunculan kaum blater sebetulnya sudah ada  pada zaman 
kerajaan-kerajaan yang tersebar di pulau Madura, atau bahkan zaman 
kolonial Belanda, dan yang paling terkenal adalah sejak munculnya 
sosok Sakera di tengah-tengah masyarakat dalam membela orang kecil. 
Sejak itulah nama Sakera dan Blater semakin dikenal. Hal ini 
dikarenakan orang tersebut mempunyai kelebihan "khusus" 
dibandingkan dengan orang lain, dan ia bisa masuk kesemua jaringan 
yang ada di dalam masyarakat. 
Dalam kehidupan sehari-hari, kaum blater sama dengan orang umum 
lainnya. Tetapi yang membedakan adalah ikatan pertemanan yang 
hampir tidak pernah putus siang maupun malam. Masyarakat Madura 
pada umumnya juga mempunyai ikatan emosional yang kuat antaretnis. 
Hal ini terbukti dengan pola komunikasi yang dibangun, ketika mereka 
bertemu satu sama lain di tempat yang berbeda (di luar Madura) selalu 
menggunakan bahasa Madura. 
                                                          
35 Rozaki, Op Cit, h. 52 



































Oleh karena itu, untuk melihat sejarah munculnya kaum blater tidak 
dapat dilepaskan dari struktur ekologis dan gerak sosiologis masyarakat 
dalam merespon peristiwa dan kondisi sosial yang di hadapinya. 
Sebagaimana sejarah kekuasaan raja di Madura, seorang raja yang 
memegang kekuasaan seringkali dipersonifikasikan sebagai seorang 
yang kuat (jago) dalam berbagai hal, termasuk dalam masalah 
kanuragan. Hal itu akan menentukan kewibawaan raja tersebut sebagai 
simbol penguasa yang kuat dan disegani. Selain itu, seorang raja harus 
mampu mempertahankan kekuasaannya dan melakukan ekspansi ke 
daerah jajahan lainnya36. 
Sebagaimana halnya seorang raja harus jago untuk menjaga, 
mempertahankan, dan memperluas kekuasaannya, seorang bandit juga 
harus bisa mengorganisir anak buah dan melakukan pemberontakan   
terhadap   raja   dengan   kekuatan   yang    mereka ciptakan37. Sebagai 
contoh, seorang Jawara seperti Sakera yang sering dianggap sebagai 
simbol hero (pahlawan) dengan berani melakukan pemberontakan 
terhadap kolonial Belanda. Hal ini menjelaskan bahwa konteks sosio-
historis telah menjadi faktor penentu bagi kemunculan kaum blater. 
Blater merupakan kelompok sosial yang cukup berpengaruh di 
kalangan masyarakat Madura. Kelompok itu dapat dimanfaatkan untuk 
berbagai kepentingan, seperti kepentingan politik dan kekuasaan. 
Hubungan antara kiayi dan kelompok blater biasanya cenderung 
                                                          
36 Rozaki, Loc Cit, h. 59 
37 Aminuddin Kasdi, Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa: Studi Relasi Pusat-
Daerah pada Periode Akhir Mataram (1726-1745) (Yogya- karta: Jendela, 2003), h. 339. 



































bersifat simbiosis, saling membutuhkan,  walaupun fungsi dan peranan 
sosial mereka antagonistik. Tidak sedikit kiayi yang memiliki latar 
belakang sosial sebagai blater sehingga kadang- kadang perangai 
blaternya tetap muncul, sekalipun ia sudah menyandang simbol-simbol 
keagamaan Islam tersebut38. 
Salah satu tradisi atau kebiasaan masyarakat Madura, khususnya di 
daerah kabupaten Sampang, yang sampai saat ini masih berlangsung  
adalah menyelenggarakan semacam pesta yang disebut to'oto' dan 
remoh (sandur). Remoh merupakan tradisi perkumpulan yang  selalu 
digelar oleh kalangan blater, terutama bila dirinya sedang memiliki 
hajatan. Ada perbedaan yang mencolok antara remoh  yang dilakukan 
oleh kalangan warga masyarakat biasa, dengan  yang dilakukan oleh 
komunitas blater39. Dengan demikian, dari jauh orang sudah dapat 
membedakan apakah ada penyelenggaraan remoh, to'oto', atau hajatan 
yang lain. 
Tingkat kehidupan kaum blater tentu terdapat banyak perbedaan, hal 
itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ekonomi, maupun faktor relasi 
sosial yang dibangun antar jaringan keblateran dan ini tidak hanya 
terbatas di pulau Madura tetapi juga di pulau Jawa, misalnya Surabaya, 
Malang, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta maupun 
kota-kota besar lain di Indonesia. Sikap sosial kaum blater kepada orang 
lain sangat tinggi. Ketika  ada  orang  lain  yang  mendapat  kesusahan  
                                                          
38 Andang ,dkk., Loc.Cit, h. 57 
39 Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa Kiprah Kiayi dan Blater Sebagai Rezim 
Kembar di Madura, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), h. 77. 



































maka   mereka. segera menolongnya karena dalam diri mereka sudah 
tertanam solidaritas sosial yang tinggi. 
Pada masyarakat tradisional, gaya hidup, pakaian, perhiasan, rumah, 
berbagai kepribadian dan kebiasaan merupakan media untuk 
menunjukkan simbol status seseorang di masyarakat. Masyarakat desa 
pada umumnya melihat kedudukan atau status seseorang dari berbagai 
sudut pandang. Lahan sebagai faktor ekonomi utama merupakan salah 
satu kategori. Hal itu tentu beralasan mengingat mata pencaharian 
penduduk pedesaan kebanyakan dari bertani, maka semakin luas lahan 
yang dimiliki akan semakin tinggi status seseorang40. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
a. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah41. Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan 
lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah42. Penyelenggara pemerintahan 
daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD43. 
Telah dikemukakan bahwa DPRD merupakan lembaga 
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur 
                                                          
40 Yayuk Yuliati dan Mangku Poernomo, Sosiologi Pedesaan (Yogyakarta: Leppera Pusataka 
Utama, 2003), h. 193 dan 201. 
41 Pasal 1 angka 3 UU 32/2004. 
42 Pasal 1 angka 4 UU 32/2004. 
43 Pasal 19 ayat (2) UU 32/2004. 



































penyelenggaraan pemerintahan daerah44. Kedudukan DPRD sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD 
sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Dalam 
kedudukan yang   sejajar   itu,   DPRD   bersama‐sama   dengan   
Kepala   Daerah     melaksanakan fungsi‐fungsi pemerintahan daerah 
yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 
Perdebatan tentang isu kedudukan DPRD menyentuh 
pertanyaan mendasar, yakni apa “jenis kelamin” DPRD; apakah 
DPRD didudukan secara tegas sebagai lembaga (badan) legislatif 
sebagaimana dikenal dalam konsep trias politica ataukah 
diposisikan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah45. 
b. Fungsi, Tugas dan Wewenang Legislatif 
Pada sisi lain, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai  
lembaga  pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah 
daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. 
Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut 
sebagai lembaga legislatif. DPRD, baik di daerah provinsi maupun 
kabupaten/kota, berhak mengajukan rancangan peraturan daerah 
(Raperda) kepada Gubernur-sesuai dengan yang ditentukan dalam 
UU 32/2004. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah 
                                                          
44 Pasal 40 UU 32/2004. 
45 Ari Dwipayana, Arah dan Agenda Reformasi DPRD: Memperkuat Kedudukan dan 
Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Jakarta: USAID,  2008), h. 20. 



































menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif 
yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di 
tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota46. 
Dengan demikian, fungsi utama DPRD ialah untuk 
mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedang berkenaan 
dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. 
Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap 
Gubernur dan Bupati/Walikota. Bahkan, UU 32/2004 “mewajibkan” 
Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan rancangan peraturan 
daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi Perda dengan 
persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai 
lembaga pengendali atau  pengontrol yang dapat menyetujui, 
menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan 
sesekali dapat mengajukan Raperda dengan usul inisiatif sendiri47. 
Seiring dengan itu, DPRD mempunyai tugas dan 
wewenang48: (i). membentuk Perda yang dibahas dengan kepala 
daerah untuk mendapat persetujuan bersama; (ii). membahas dan 
menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala 
daerah; (iii). melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda 
dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala 
daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan 
program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di 
                                                          
46 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sekretariat dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 297. 
47 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, h. 298. 
48 Pasal 41 ayat (1) UU 32/2004. 



































daerah; (iv). mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala 
daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam 
Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri 
melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; (v). memilih wakil 
kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala 
daerah; (vi). memberikan pendapat dan pertimbangan kepada 
pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di 
daerah; (vii). memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; (viii). 
meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (ix). membentuk 
panitia pengawas pemilihan kepala daerah; (x). melakukan 
pengawasan dan meminta  laporan KPUD dalam penyelenggaraan 
pemilihan kepala daerah; dan (xi). memberikan persetujuan terhadap 
rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang 
membebani masyarakat dan daerah. 
Fungsi-fungsi tersebut dimiliki dan dijalankan oleh DPRD 
dalam kerangka mengemban amanat rakyat di propinsi dan 
kabupaten/kota. Dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah 
legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk 
peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran adalah 
fungsi yang dijalankan DPRD bersama-sama pemerintah daerah 
untuk menyusun dan menetapkan APBD. Fungsi pengawasan 
adalah fungsi yang dijalankan DPRD untuk melaksanakan 



































pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah 
dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah49. 
Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPRD diberikan tugas 
dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala 
Daerah. DPRD menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk 
kepentingan daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya 
didelegasikan kepada daerah. DPRD dapat membela kepentingan 
daerah dan penduduknya ke hadapan Pemerintah Pusat dan DPR 
dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan50. 
Dalam kaitan ini, setiap anggota DPRD diberikan hak untuk 
mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda). Di dalam UU 
27/2009 memang ditemukan adanya pengertian mengenai 
persetujuan bersama dan mengenai fungsi legislatif DPRD 
bersama-sama gubernur. Kewenangan DPRD untuk memberikan 
persetujuan terhadap setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 
itu dapat saja ditafsirkan adanya pemberikan kedudukan yang lebih 
tinggi atau lebih rendah atau setara kepada DPRD dalam berhadapan 
dengan pemerintah daerah. Pengertian “bersama-sama” tersebut 
berarti “kesetaraan” dan “kesederajatan”. Bagaimanakah bentuk 
pelaksanaan prinsip persetujuan bersama dipraktikkan? Apakah 
                                                          
49 Nomensen Sinamo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, h. 49. 
50 C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008), hal 41 



































persetujuan bersama dilakukan di dalam proses persidangan 
ataukah pada level institusional ? 
Disetujui tidaknya suatu Raperda oleh DPRD, sesuai tata 
tertib DPRD, dilakukan melalui proses persidangan, bukan 
ditentukan begitu saja oleh pimpinan DPRD. Dengan sendirinya 
yang dimaksud dengan istilah bersama-sama tersebut dilakukan 
melalui persidangan bersama-sama. Dalam proses persidangan itu, 
bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan. Pertama, berdasarkan 
mekanisme persidangan, suatu Raperda diputus melalui 
pemungutan suara dengan mayoritas dukungan memenangkan versi 
pemerintah daerah. Kedua, putusan Raperda itu justru diambil 
melalui pemungutan suara yang memenangkan versi partai oposisi. 
Dalam hal terjadi kemungkinan kedua, apakah dapat dikatakan 
bahwa Raperda itu sudah dibuat secara bersama-sama atau apakah 
pengertian persetujuan bersama itu sudah terpenuhi meskipun pihak 
pemerintah daerah jelas-jelas tidak menyetujuinya tetapi kalah 
dalam pemungutan suara. Sudah seyogyanya persetujuan bersama 
itu dapat dianggap sebagai persetujuan yang bersifat institusional 
meskipun suara yang menang adalah suara oposisi. 
Sedangkan untuk melaksanakan fungsi anggaran, DPRD 
diberikan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan 
rancangan peraturan daerah  mengenai anggaran pendapatan dan 
belanja daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah. Sesungguhnya 
fungsi anggaran (budgeting) tidak tepat disebut sebagai satu fungsi 



































tersendiri. Sebab, APBD itu dituangkan dalam baju hukum Perda 
sehingga penyusunan APBD identik dengan pembentukan Perda 
tentang APBD, meskipun rancangannya selalu datang dari pihak 
Gubernur dan Bupati/Walikota. Sementara itu, pelaksanaan APBD 
itu sendiri harus pula diawasi oleh DPRD, dan pengawasan 
demikian termasuk kategori fungsi pengawasan yang dijalankan 
DPRD51. 
Sementara untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPRD 
diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah. Wewenang tersebut juga dilengkapi dengan hak 
DPRD untuk mengajukan hak interpelasi, hak angket dan hak 
menyatakan pendapat. Selain itu, wewenang dan hak DPRD tersebut 
juga ditambah dengan hak anggota DPRD untuk mengajukan 
pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat 
dan mengadakan penyelidikan52. Hak interpelasi adalah hak DPRD 
untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah mengenai 
kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta 
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak 
angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap 
kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta 
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang 
                                                          
51 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 35. 
52 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rajawali 
Press, 2007), h.78. 



































diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak 
menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan 
pendapat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah atau mengenai 
kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air  disertai dengan solusi 
tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket53. 
Pemberian hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 
pendapat itu terkesan sebagai bonus kepada DPRD yang 
kewenangan dan haknya telah direduksi oleh UU 32/2004. Menurut 
UU ini, DPRD hanya dapat sekadar “memanggil” Kepala Daerah 
untuk dimintai keterangan tanpa kewenangan memberikan sanksi. 
Di dalam UU ini tidak tegas dan jelas apa akibat hukum atau 
sanksinya jika saran atau rekomendasi DPRD tidak diindahkan oleh 
Kepala Daerah. 
Lebih dari itu, fungsi pengawasan DPRD menuntut DPRD 
untuk senantiasa mengawasi produk peraturan perundang-undangan 
yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, legislative 
review dapat diartikan sebagai proses peninjauan ulang Raperda 
oleh DPRD sebelum disahkan menjadi Perda. Dalam praktiknya,  
istilah legislative review ini tidak populer lantaran membutuhkan 
SDM anggota DPRD yang capable54. Pengujian Perda melalui 
legislative review ini menunjukkan bahwa DPRD dalam fungsi 
                                                          
53 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 195. 
54 Jazim Hamidi, Optik Hukum Peraturan  Daerah Bermasalah,  (Jakarta: Prestasi Pustakarayah,   
2011), hal 123 



































legislasinya melakukan pengawasan terhadap Perda sehingga 
sebelum sebuah Raperda di-perda-kan seharusnya terlebih dahulu 
melewati proses kajian legislasi. Jika Raperda itu sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi maka ia dapat 
disahkan dan diundangkan; sebaliknya, jika tidak  demikian maka 
tidak boleh disahkan. 
Selanjutnya, sebagai lembaga yang mempunyai fungsi 
representasi,  maka setiap anggota DPRD diwajibkan untuk 
menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 
dan pengaduan masyarakat. Fungsi representasi ini tidak kalh 
pentingnya dengan fungsi-fungsi lain yang diemban DPRD. Fungsi 
representasi sesungguhnya merupakan parameter 
pertanggungjawaban politik anggota DPRD di hadapan 
konstituennya atau publik secara luas. 
B. Kajian Teori 
Interaksi Simbolik 
Bersamana dengan perspektif fenomenologi, pendekatan ini 
berasumsi bahwa pengalaman manusia di tengai oleh penafsiran. Objek, 
orang situasi, dan peristiwa tidak memiliki pengertiannya sendiri, 
sebaliknya pengertian itu di berikan untuk mereka55. Penafsiran bukanlah 
tindakan bebas dan bukan pula ditentukan oleh kekuatan manusia atau 
bukan. Orang-orang menafsirkan sesuatu dengan bantuan orang lain, 
melalui interaksi seseorang membentuk pengertian. Orang dalam situasi 
                                                          
55 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung PT. Rosdakarya, 2005) hal. 19  



































tertentu sering mengembangkan defisi bersama karena mereka secara 
teratur berhubungan dan mengalami pengalaman bersama. Dipihak lain 
sebagian memegang definisi bersama untuk suatu pengertian yang 
senantiasa dapat disepakati.56 Jadi penafsiran itu menjadi esensial. Interaksi 
simbolik menjadi paradigma konseptual melebihi dorongan dari dari dalam, 
sifat-sifat pribadi, motivasiyang tidak disadari, kebetulan, status sosial 
ekonomi, kawajiban peranan, resep budaya, mekanisme pengawasan 
masyarakat, atau lingkungan fisik lain nya.57 
Istilah interaksi simbolik diciptakan oleh Herbert Blumer pada tahun 
1937 dan dipopulerkan oleh Blumer juga, meskipun sebenarnya Mead-lah 
yang paling popular sebagai peletak dasar teori tersebut.58 Esensi dari teori 
Interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, 
yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna Blumer 
mengkonseptualisasikan manusia sebagai pencipta atau pembentuk kembali 
lingkungannya, sebagai perancang dunia obyeknya dalam aliran 
tindakannya, alih–alih sekedar merespons pengharapan kelompok. 
Perspektif interaksionisme simbolik berusaha memahami perilaku 
manusia dari sudut pandang subyek, perspektif ini menyarankan bahwa 
perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia 
membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan 
keberadaan orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. 
                                                          
56 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung PT. Rosdakarya, 2005) hal. 20 
57 Ibid, hal 20 
58 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigm Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu 
Sosial Lainnya. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008). hal. 68-73 



































Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, obyek dan 
bahkan pada diri mereka sendiri yang menentukan perilaku mereka. 
Perilaku mereka tidak dapat digolongkan sebagai kebutuhan, dorongan 
impuls, tuntutan budaya atau tuntutan peran, manusia bertindak hanya 
berdasarkan pada definisi atau penafsiran mereka atas obyek-obyek di 
sekeliling mereka. 
Dalam pandangan interaksi simbolik, sebagaimana ditegaskan 
Blumer, proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan 
menegakkan kehidupan kelompok, dalam konteks ini, maka makna 
dikontruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu 
medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan 
peranannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari 
organisasi sosial dan kekuatan sosial. 
Bagi penganut interaksi simbolik memungkinkan mereka 
menghindari problem-problem struktulisme dan idealisme dan 
mengemudikan jalan tengah dari problem tersebut. 
Menurut teori Interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya 
adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, mereka 
tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang 
merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi 
dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran 
simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam 
interaksi sosial. 



































Penganut interaksi simbolik berpandangan, perilaku manusia pada 
dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia dari sekeliling 
mereka jadi tidak mengakui bahwa perilaku itu dipelajari atau ditentukan 
sebagaimana dianut teori behavioristik atau teori struktural. 
Secara ringkas teori interaksionisme simbolik didasarkan pada 
premis-premis berikut, pertama, individu merespons suatu situasi simbolik, 
mereka merespon lingkungan termasuk obyek fisik (benda) dan Obyek 
sosial (perilaku manusia) berdasarkan media yang dikandung komponen-
komponen lingkungan tersebut bagi mereka. 
Kedua, makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak 
melihat pada obyek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa, 
negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala 
sesuatu bukan hanya obyek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa 
kehadiran obyek fisik, tindakan atau peristiwa itu) namun juga gagasan 
yang abstrak. 
Ketiga, makna yang interpretasikan individu dapat berubah dari 
waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam 
interaksi sosial, perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat 
melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya 
sendiri.Peneliti menggunakan teori interaksi simbolik milik Herbert blumer 
karena teori ini sangat cocok dan akan banyak membantu dalam proses 
penelitian yang memfokuskan pada proses pola komunikasi yang dibangun 
oleh blater yang menjadi subyek penelitian. Dengan menggunakan teori ini 
peneliti berharap bisa cepat memahami seperti apa dan bagaimana pola 



































komunikasi blater dengan anggota DPRD Kab. Sampang yang mempunyai 
latar belakang yang berbeda-beda. Pola komunikasi blater disini tidak hanya 
menggunakan komunikasi secara verbal, tetapi juga nonverbal (simbol) 
yang juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. 
Simbol adalah suatu rangsangan yang mengandung makna dan nilai 
yang dipelajari bagi manusia, dan respon manusia terhadap simbol adalah 
dalam pengertian makna dan nilainya alih-alih dalam pengertian stimulasi 
fisik dari alat-alat indranya. Maka dari itu sangatlah penting untuk bisa 
mengerti dan memahami simbol-simbol dalam proses komunikasi untuk 
mencapai kesepahaman dalam proses interaksi. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori komunikasi 
persuasif Komunikasi persuasif berusaha mempengaruhi individu melalui 
terpaan pesannya, sehingga dapat didefinisikan pesan yang dimaksudkan 
untuk mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku individu 
maupun organisasi59. Untuk tujuan tersebut, bukan hal yang mudah dan 
begitu saja bisa dilakukan, sehingga dalam membentuk sebuah pesan yang 
persuasif perlu mempehatikan prinsip tau kerangka AIDA (Attention, 
Interest, Desire, Action). 
1. Attention (perhatian) 
Pada bagian awal, diuraikan ide pokok yang menarik perhatian dan 
manfaat bagi audiens. 
2. Interest (minat) 
                                                          
59 Sutrisna Dewi, Komunikasi Bisnis, (Yogyakarta, Andi, 2007), hal. 104-105 



































Pesan tersebut harus mampu membangkitkan minat dan 
ketertarikan audiens. 
3. Desire (keinginan) 
Yang kemudian mendorong pada penumbuhan kebutuhan. 
4. Action (tindakan) 
Diharapkan muncul sebuah tindakan yang diinginkan oleh 
komunikator. 
Prinsip-prinsip dasar teori interaksi simbolik mencakup hal-hal 
berikut ini60 : 
1. Manusia, tidak seperti hewan yang lebih rendah, diberkahi dengan 
kemampuan untuk berfikir. 
2. Kemampuan untuk berfikir dibentuk oleh interaksi sosial. 
3. Dalam interaksi sosial orang mempelajari makna dan simbol-simbol 
yang memungkinkan, mereka melaksanakan kemampuan manusia yang 
khas untuk berfikir. 
4. Makna dan simbol-simbol yang memungkinkan orang melaksanakan 
tindakan dan interaksi manusia yang khas. 
5. Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna-makna dan simbol-
simbol yang mereka gunakan di dalam tindakan dan interaksi 
berdasarkan penafsiran mereka atas situasi. 
                                                          
60 George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir 
Postmodern. (Yoyakarta: Pustaka Pelajar,2012). Hal. 625 



































6. Orang mampu membuat modifikasi-modifikasi dan perubahan-
perubahan itu, sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan 
dirinya sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa rangkaian 
tindakan yang mungkin, menafsir keuntungan-keuntungan dan kerugian 
kerugian relatifnya, dan memilih salah satu di antaranya. 
7. Pola-pola tindakan dan interaksi yang terangkai membentuk kelompok-
kelompok dan masyarakat-masyarakat. 
Asumsi yang sangat penting bahwa manusia memiliki kemampuan 
untuk berfikir. Kemampuan untuk berfikir tertanam di dalam pikiran, tetapi 
para interksionis simbolik mempunyai suatu konsepsi yang kurang lazim 
mengenai pikiran sebagai hal yang berasal dalam sosialisasi kesadaran. 
Mereka membedakannya dari otak fisiologis. Orang harus mempunyai otak 
agar dapat mengembangkan pikiran, tetapi otak tidak pasti menghasilkan 
suatu pikiran, sebagaimana tampak jelas dalam kasus hewan-hewan yang 
lebih rendah. Juga, para interaksionis simbolik tidak memahami pikiran 
sebagai suatu benda, suatu struktur fisik, tetapi sebagai suatu proses yang 
berlanjut. Pikiran adalah suatu proses yang dirinya sendiri merupakan 
bagian dari suatu peruses stimulus dan respon yang lebih besar. Pikiran 
dihubungkan ke hampir segala aspek interaksionisme simbolik lainnya, 
termasuk sosialisasi, makna-makna, simbol-simbol, diri, interaksi, dan 
bahkan masyarakat. 
Dalam proses penafsiran Blumer mempunyai dua langkah khas. 
Pertama, aktor menunjukkan kepada dirinya sendiri benda-benda yang 
menjadi sasaran tindakannya; dia harus menunjukkan dalam dirinya sendiri 



































benda-benda yang mempunyai makna. Interaksi itu dengan dirinya sendiri 
adalah sesuatu yang lain dari suatu proses yang berkomunikasi dengan 
dirinya. Kedua, berdasarkan proses berkomunikasi dengan dirinya sendiri 
tersebut, penafsiran menjadi soal menangani makna-makna. Sang aktor 
menyeleksi, memeriksa, menangguhkan, mengelompokkan kembali, dan 
mengubah makna-makna berdasarkan situasi tempat dia berada dan arah 
tindakannya. 
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BAB III 
PAPARAN DATA PENELITIAN 
A. Penyajian Profil data 
1. Profil Blater 
Orang yang ingin  peneliti  jadikan  informan  dari  Blater  yang 
menjadi anggota DPRD Kab. Sampang iyalah bapa H. Sahid yang lahir 
pada, 02 Juli 1973 Sampang yang berasal dari dusun Gingajah desa 
Kotah Kec. Jrengik yang mana beliau mulai menjadi anggota DPRD dari 
tahun 2014. Bapa H. Sahid sendiri menjadi anggota DPRD mewakili 
kecamatan Jrengek.  
Bapak H. Sahid memang terlahir dari keluarga yang terkenal 
keblateran nya di kecamatan jerengik. Terlahir dari keturuan blater dari 
kecil H. Sahid menerima didikan dengan budaya blater dari ayah nya. 
Semenjak kecil H. Sahid sudah biasa menerima didikan yang sangat 
keras dari ayah nya. Tak jarang H. Sahid dimarahi ketika melakukan 
kesalahan, bahkan sampai-sampai bisa di pukul oleh ayah ketika 
melakukan kesalahan yang fatal. Besar dari keluarga blater membuat H. 
Sahid terbiasa dalam kehidupan yang keras, bahkan dalam lingkungan 
hidup orang-orang blater. Ketika waktu menginjak 9 tahun H. Sahid 
sering diajak oleh ayah nya dalam lingkungan blater, seperti pada acara 
remoh. Bahkan dalam acara pemilihan kepala desa yang rentan dengan 
carok dalam istilah madura. 



































Berikut pemaparan H. Sahid terkait pemaparan diatas61; 
“Saya memang terlahir dari keluarga blater. Ayah saya 
terkenal blater di kecamatan saya (jerengik). Jadi saya dari 
kecil sudah terbiasa dalam dunia keblateran, karena didikan 
ayah saya. Menginjak usia 9 tahun saya sering dikenalkan 
kepada dunia blater oleh ayah saya. Mulai dari diajak ke acara 
remoh sampai ke pemilihan kepala desa yang rentan dengan 
carok”  
 
Dari ayah beliau yang sering mengajak H. Sahid  dalam dunia 
keblateran. Akhir nya H. Sahid juga semakin dikenal oleh orang-orang 
sebagai anak seorang blater dan juga dalam kalangan blater, hingga pada 
tahun 1998 beliau benar-benar di kenal sebagai orang blater, karena 
pada tahun itu beliau sudah banyak mengitu tradisi orang blater yang di 
sebut Remoh dalam istilah madura. Tradisi remoh itu sendiri memang 
salah satu tempat berkumpul nya para blater karena memang remoh itu 
sendiri identik dengan salah satu acara atau tradisi orang blater. Tak 
Cuma itu saja H. Sahid dikenal memang karena keberanian nya dan juga 
ilmu kanuragan nya dikalangan masyarakat. Tetapi meskipun begitu H. 
Sahid tetap menjaga adab dan norma kesopanan dalam bertingkah 
maupun berucap. Karena memang seperti itulah seorang blater 
sejatinya. 
Dari tradisi  itulah bapak H. Sahid mulai memperluas jaringan 
dengan blater-blater yang lain hingga sampai saat ini, beliau menjalin 
banyak hubungan baik degan blater di berbagai macam kecamatan, 
seperti dari kecamatan, tambelengan, kedungdung, Sreseh dan 
kecamatan lain nya. Dan beginilah pemaparan Bapak H. Sahid tentang 
                                                          
61 Hasil wawancara dengan bapak H. Sahid anggota DPRD kabupaten Sampang 11 April 2017.  



































bagai mana kehidupan nya sebelum menjadi anggota DPRD sampai 
menjadi anggota DPRD Kabupaten Sampang. Meski terlahir dalam 
keluarga belatir tetapi bukan berarti hidup H. Sahid berada dalam 
keluarga yang berkecukupan. Karena memang tak semua keluarga 
seorang blater berasal dari orang kaya. Beginilah pemaparan awal mula 
H. Sahid mulai berjuang sendiri untuk hidup nya. 
“Awal nya saya hanya bekerja sebagai tukang ojek, sopir taxi dan 
pekerjaan yang lain nya, hingga pada tahun 2009 saya terpilih menjadi 
ketua ppk pemilu ketua jrengek. Setelah itu, pada tahun 2014 saya 
mempunyai keinginan untuk menjadi anggota legislatif atau DPRD62.  
Saya mempunyai keinginan itu, karena saya berpikiran bahwa 
sudah mempunyai modal jaringan yang luas di kalangan seorang 
blater, yang telah saya jalin dan benar-benar saya tekuni mulai tahun 
1998, sehingga beliau optimis dengan keinginan nya itu. Dan benar 
akhir nya sekarang saya menjadi anggota legislatif karena bantuan dan 
dukungan dari teman-teman blater nya yang berasal dari berbagai 
macam kecamatan”. 
Dikalangan blater yang lain beliau memang cukup disegani karena 
beliau di kenal begitu royal oleh blater yang lain. Bapak Abdul Aziz 
yang merupakan salah satu blater dari kecamatan Sreseh menuturkan.  
“Bapak H. Sahid memang merupakan orang yang mempunyai 
kharisma yang kuat, beliau adalah orang disegani di kecamatan jrengek 
bahkan di kabupaten Sampang. Beliau dikenal sebagai orang yang 
rendah hati yang tidak menonjolkan diri nya, beliau juga selalu 
menjaga kelakuan dan perkataan nya ketika berkomunikasi dengan 
orang lain63. Karena orang blater memang di kenal sebagai orang yang 
selalu menjaga tingkah lakunya. Beliau tidak pernah sembarangan 
dalam bertingkah laku. 
Selain itu tidak jarang masyarakat yang mencari beliau untuk 
meminta pertolongan khusus nya di kecamatan jerengik dikala ada 
masalah. Karena koneksi jariangan beliau lah masyarakat menganggap 
beliau dapat membatu masalah yang mereka sedang hadapi. Dan 
memang benar tidak sedikit masyarakat yang beliau bantu selesaikan 
masalah nya. Terkadang beliau meminta bantuan kepada teman-teman 
                                                          
62 Hasil wawancara dengan H. Sahid pada tanggal April 11 2017 
63 Hasil wawancara dengan Abdul Aziz pada tanggal 15 April 2017 



































blater yang lain jika dirasa masalah yang beliau coba bantu tidak dapat 
beliau selesaikan sendiri”. 
 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Pada 9 April 2014 lalu telah di laksanakan Pemilihan Umum 
Legislatif  yang mana merupakan sirkulasi agenda 5 (lima) tahunan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai prinsip Demokrasi, untuk 
memilih atau menentukan wakil-wakilnya yang ada di lembaga 
legislatif, tidak terkecuali DPRD Kabupaten Sampang. 
Sebanyak 45 (empat puluh) calon terpilih telah ditetepan 
menjadianggota Dewan Perwailan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 
Sampang massa keanggotaan 2014-2019, kemudian akan menjadi 
representasi seluruh masyarakat Kabupaten Sampang selama periode 
lima tahun kedepan.64 
Dalam pemilu leslatif DPRD Kabupaten Sampang ada berbagai 
partai yang berlomba dalam pemenangan pemilu 2014. Yang mana 
dalam pemilu Legislatif 2014 ada beberapa partai yang masuk dalam 
ke-anggota-an DPRD Kabupaten Sampang, yaitu; PDI, PPP, PKB, 
GOLKAR, HANURA, GERINDA, DEMOKRAT, PAN, PBB, dan 
NASDEM. 
Kalau digambarkan maka struktur anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :65 
 
                                                          
64 Profil DPRD Kab. Sampang 2014-2019, lebih dekat dengan wakil rakyat 
65 Profil DPRD Kab. Sampang 2014-2019, lebih dekat dengan wakil rakyat 



































DPRD KAB. SAMPANG PERIODE 2014-2019 
No Nama Partai Jabatan 
1 KH. Imam Ubaidillah, SE PKB Ketua 
2 H. Fauzan Adima, SH, MKN GERINDRA Wakil Ketua 
3 Ahmad Hakiki, SE PPP Wakil Ketua 
4 H. Abdus Salam, SH DEMOKRAT Wakil Ketua 
BADAN MUSYAWARAH 
No Nama  Partai  Jabatan  
1 KH. Imam Ubaidillah, SE PKB Ketua  
2 H. Fauzan Adima, SH, M.KN GERINDRA Wakil Ketua 
3 H. Abdus Salam, SH DEMOKRAT Wakil Ketua 
4 Ahmad Hakiki, SE PPP Wakil Ketua 
5 KH. Abdullah Mansyur, SE PKB Anggota  
6 Abd. Mannan Ali PKB Anggota 
7 Maniri PKB Anggota 
8 A. Hamiduddin GERINDRA Anggota 
9 M. Faisol Riyadi GERINDRA Anggota 
10 A. Muaddin GERINDRA Anggota 
11 Faqih Anis Fuadi, ST, MM PPP Anggota 
12 M. Biatun Thorib, S.AP PPP Anggota 
13 Kumala Puspita Hadi, SE DEMOKRAT Anggota 
14 Zubaidi DEMOKRAT Anggota 
15 M. Syafiuddin HANURA Anggota 
16 Andi Susanto HANURA Anggota 



































17 Budi Santoso, AMD. KEP PAN Anggota 
18 Wafi PKS Anggota 
19 M. Djaikun GOLKAR Anggota 
20 Dadan Wahyudi PAN Anggota 
21 
Anwar Sanusi, S.AP 
PDIP Anggota 
22 Zin Firdaus DEMOKRAT Anggota 
23 Sudarmanto, S.SOS  Sekretaris 
 
KOMISI I 
BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM 
No Nama Partai Jabatan 
1 H. Moh. Hodai, SH, M.SI DEMOKRAT Ketua 
2 A. Kadir PKB Wakil Ketua 
3 Faqih Anis Fuadi, ST. MM PPP Sekretaris 
4 Agus Husnul Yakin, S.AG PBB Anggota 
5 Iwan Effendi PDIP Anggota 
6 Ali Sadikin, S.AP HANURA Anggota 
7 Dadan Wahyudi PAN Anggota 
8 Zubaidi DEMOKRAT Anggota 
9 Moh. Faisol, SE PKB Anggota 










































BIDANG BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN 
No Nama  Partai  Jabatan  
1 H. Moh. Nasir, SH GERINDRA Ketua 
2 A. Khairul Fattah, SHI PPP Wakil Ketua 
3 Imbran DEMOKRAT Sekretaris  
4 H. Sahid GOLKAR Anggota  
5 H. Ali PKB Anggota 
6 Shohebus Sultan GERINDRA Anggota 
7 Zin Firdaus, Se PAN Anggota 
8 Muhammad Subhan PPP Anggota 
9 H. Rahmad Hidayat R, S.IP PKS Anggota 




No Nama  Partai  Jabatan  
1 KH. Abdullah Mansur, SE PKB Ketua  
2 R. Aulia Rahmah, SH DEMOKRAT Wakil Ketua 
3 H. Ach. Baidowi GERINDRA Sekretaris  
4 Moh. Anwar, S.AP PDIP Anggota 
5 H. M. Ahsan Jamal PKB Anggota 
6 Syamsuddin, SH HANURA Anggota 
7 Akhmad Muaddin GERINDRA Anggota 
8 Nasafi, S.AP PAN Anggota 
9 Mohammad Far Far PPP Anggota 



































10 M. Djaikun GOLKAR Anggota 
 
KOMISI IV 
BIDANG KESEJAHTERAAN RAYAT DAN PENDIDIKAN 
No Nama  Partai  Jabatan  
1 Amin Arif Tirtana, S.AG PPP Ketua  
2 DRS. H. Guntur GERINDRA Wakil Ketua 
3 Abd. Mannan Ali PKB Sekretaris  
4 M. Faisol Riyadi GERINDRA Anggota  
5 Maniri PKB Anggota 
6 Mohammad B. Thorib, S.AG PPP Anggota 
7 Kumala Puspita Hadi DEMOKRAT Anggota 
8 Wafi PKS Anggota 
9 Andin Susanto HANURA Anggota 
10 Budi Santoso, AMD. KEP PAN Anggota 
11 Mohammad Rusli DEMOKRAT Anggota 
 
Dari tabel di atas maka jumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Sampang berjumlah 45 anggota yang mana terdapat 
60 persen berlatar belakang Kiai, 30 persen berlatar belakang Aktifis 
dan Politisi, dan 10 persen berlatar belakang Blater. Namun dalam 
penelitian ini, peneliti hanya mengambil 1 orang yang berlatar belakang 
Blater sebagai perwakilan informan dari seorang blater dalam penelitian 
ini. 
 



































B. Deskripsi Hasil 
Salah satu tahap terpenting dalam proses penelitian ini adalah 
kegiatan pengumpulan data, yaitu menjelaskan data yang diperoleh. 
Setelah semua hasil data dan fakta di lapangan dikumpulkan lalu 
disusun dan diolah sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang 
bersifat umum. 
Untuk itu peneliti harus memahami berbagai hal yang berkaitan 
dengan data yang diperlukan, termasuk juga pendekatan dan jenis data 
yang akan dikumpulkan. Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab 
pendekatan penelitian bahwa data yang diperoleh dapat berupa 
wawancara kepada informan, catatan lapangan dan juga hasil 
dokumentasi terkait jika ada. 
Pengumpulan data dilakukan di kantor DPRD kabupaten Sampang 
pada tanggal 11 April 2017. Penelitian ini memperoleh data H. Sahid 
yang menjabat sebagai anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan 
Keuangan Kabupaten Sampang sekaligus Sekretaris DPD I Partai 
Golkar Kabupaten Sampang. dari Ketua DPRD Kabupaten Sampang 
periode 2014-2019 sebagai informan kunci pada penelitian ini. Dan dari 
Ketua DPRD Kabupaten Sampang periode 2014-2019. Selain itu, 
beberapa anggota DPRD kabupaten Sampang dimintai data terkait fokus 
penelitian sebagai data tambahan dalam penelitian ini. 
Berikut adalah hasil wawancara (interview) peneliti dengan Ketua 
DPRD Kabupaten Sampang ,Seorang Blater, dan anggota DPRD yang 
lain: 



































1. Pola komunikasi seorang blatetr anggota DPRD kabupaten 
Sampang dengan anggota DPRD yang mempunyai latar belakang 
berbeda 
Dalam memperoleh data penelitian ini, peneliti pertama-tama 
turun lapangan langsung menemui anggota DPRD Kabupaten Sampang 
yang bernama Bapak A. Kader yang saat itu berada dirumahnya pada 
hari minggu 9 April 2017 yang merupakan tetangga desa peneliti. 
Peneliti meminta tolong agar dipertemukan dengan anggota DPRD 
Kabupaten Sampang yang berlatar belakang Blater. Dan pada tanggal 
11 April 2017 peneliti dipertemukan langsung dengan Anggota DPRD 
Kabupaten Sampang yang berlatar belakang Blater yaitu H.Sahid. 
Sebelum bertemu objek peneliti peneliti mewawancarai Bapak A. Kader 
sebagai informan yang merupakn salah satu anggota DPRD Kabupaten 
Sampang, dan juga teman dari objek peneliti tersebut. Wawancara 
tersebut terkait bagaimana sosok H. Sahid yang berlatar belakang 
Blater.Dan berikut pemaparan Bapak A. Kader terkait sosok H. Sahid  
sebagai Blater: 
”saya mengenal bapak sahid semenjak saya menjadi anggota 
DPRD. Karena memang kita menjadi anggota DPRD di periode 
yang sama 2014-2019. Beliau orang nya tidak terlalu banyak bicara 
kalau dengan orang yang tidak terlalu beliau kenal seperlunya saja 
lah karena memang orang yang blater biasa nya seperti itu. Tapi 
kalau dengan saya beliau lumayan suka bercanda karena kita 
memang akrab. 
Sebagai seorang yang Blater beliau suka menjaga tingkah 
lakunya. Beliau tidah sembarangan dalam melakukan sesuatu. 
Beliau mengikuti norma dan adat sopan santun yang menjadi adat 
di kalangan orang madura. Seperti misalnya beliau tidak pernah 
suatu urusan yang memang bukan urusannya. Tapi disisi lain beliau 
orang nya sangatlah tegas. 



































Sebagai seorang Blater H. Sahid memang di kenal sangat 
tegas dan keras dalam berkomunikasi di kalangan anggota DPRD 
yang lain. Apa lagi ketika dalam forum rapat. Beliau dalam 
menyampaikan pendapat nya tidak pernah berbelit-belit, beliau 
langsung pada pokok masalah yang ingin dia sampaikan. Begitupun 
sebalik nya ketika beliau tidak setuju dengan pendapat atau 
kebijakan  anggota DPRD yang lain, beliau langsung sampaikan 
dengan tegas hal itu.66 
 
Dari pemaparan bapak kader di atas menjelas kan bahwa pola 
komunikasi H. Sahid secara tegas dan lagsung tanpa berbelit-belit 
yang membuat lawan bicara sering tidak bisa membantah, karena 
melihat kharisma H. Sahid sebagai simbol keblaterannya. Dan itu 
sesuai dengan apa yang juga di sampaikan oleh bapak H. Sahid 
(Blater). Berikut wawancara dengan bapak H. Sahid67 
  “Saya jarang berkomunikasi dengan anggota DPRD yang 
lain kecuali dengan  anggota DPRD yang benar-benar akrab  
dengan saya, kalau yang sudah akrab saya juga sedikit bercanda. 
Kalau di dalam forum saya tidak suka berbelit-belit kalau ada 
pendapat yang saya ingin untuk disampaikan, ya saya langsung 
paparkan dengan tegas. Kalau menurut saya, yang saya lakukan ini 
benar secara aturan kok, apalagi secara adat dan norma di 
kalangan Madura.”68 
 
Bapak Kader juga menambahkan kalau pola komunikasi 
seperti itu tidak selalu dilakukan oleh H. Sahid, seperti misal nya 
ketika dia (H. Sahid) melakukan komunikasi interpersonal juga 
berbeda. Itu disebabkan komunikan nya mempunya latar belakang 
yang berbeda, seperti pada kiai, politikus, aktifis maupun orang yang 
berlatar belakang masyarakat umum. Sebagaimana pemaparan 
bapak Kader di bawah ini69: 
                                                          
66 Hasil wawancara dengan bapak A. Kader salah satu anggota DPRD 
67 Hasil wawancara dengan H. Sahid (Blater) anggota DPRD 
68 Hasil wawancara dengan H. Sahid (Blater) anggota DPRD 
69 Hasil wawancara dengan bapak Kader anggota DPRD 



































“Diluar forum rapat biasanya pola komunikasi yang di 
lakukan H. Sahid ya berbeda. Lihat dulu siapa lawan bicara nya, 
kalau seperti kiai ya biasa nya bapak H. Sahid lebih santun. Apa lagi 
memang orang madura kalau sama kiai tawadhu’ nya sangat besar. 
Ditambah dalam diri seorang blater adab dan norma kesopanan 
tetap mereka junjung diserta dengan kewibawaannya. Meskipun 
ketegasan dalam pola komunikasi nya tetap ada. Seperti pada waktu 
itu ketika beliau berkomunikasi dengan KH. Imama Ubaidillah 
setelah rapat, tapi saya lupa rapat nya tentang apa. H. Sahid santun 
dalam ucapan nya selayaknya seorang santri, tapi ketika ada suatu 
yang salah dalam ucapan KH. Imam Ubaidillah H. Sahid langsung 
mengutarakan nya kepada sang kiai.”  
 
Dari pemaran bapak kader diatas sesuai dengan pemaran KH. 
Imam Ubaidillah yang mana sebagi berikut70: 
“H. Sahid memang merupakan seorang blater dia pun 
terlahir dari keluarga blater namun tingkah nya tetap selayak nya 
orang madura, yang mana orang madura sudah melekat dengan 
kesantrian nya. Meskipun dia tidak pernah mondok tetapi di madura 
sudah biasa anak anak madura dari kecil sudah sekolah madrasah 
dan juga ngaji di langgar langgar di desa nya. Jadi pola komunikasi 
nya juga terbawa ketika berkomunikasi dengan orang lain, yang 
juga sesuai dengan latar belakang lawan bicaranya. Kalau dengan 
saya H. Sahid pola komunikasi nya seperti layak nya seorang santri, 
meskipun dia tidak pernah nyantri di pondok saya.” 
 
Jika pola komunikasi yang dilakukan H. Sahid pada kiai 
dengana ala- ala santri, berbeda pula ketika H. Sahid berkomunikasi 
dengan seorang politikus. Ketika berhadapan dengan seorang 
politikus, H. Sahid tidah pernah merendah sedikitpun. Beliu suka 
memakai nada tinggi dan lebih menekankan pada ucapan nya. Apa 
lagi ketika membahas tentang masyarakat dan pemerintahan, kalau 
politikus itu tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada, maka 
pola bicara H. Sahid akan semakin tinggi dan lebih di tekan lagi 
                                                          
70 Hasil wawancara dengan KH. Imam Ubaidillah ketua DPRD kabupaten Sampang 



































intonasi gaya bicara nya, supaya lawan bicara dapat mengerti 
kesalahanya. Seperti pemaparan bapak Kader di bawah ini71: 
“Waktu itu H. Sahid lagi berdiskusi dengan bapak Moh. 
Syafiuddin dari fraksi partai Hati Nurani (HANURA) karena 
memang sebagai sosok blater yang tegas dan tidak bertele-tele 
sudah biasa pola komunikasi seperti itu iya gunakan ketika lawan 
bicara nya seorang politikus, namun pada waktu diskusi yang di 
lakukan dengan bapak Moh. Syafiuddin sudah keluar dari aturan 
dan norma, nada bicara h. Sahid semakin tinggi dan intonasi gaya 
bicara nya lebih di tekan kan, saat seperti lawan bicara mulai diam 
dan menyadari ada kesalahan dala ucapan nya. Di samping melihat 
sosok kharismatik H. Sahid yang kuat itu.” 
 
Dari paparan bapak Kader diatas juga sesuai dengan 
pemaparan bapak Moh. Syafiuddin sebagai berikut72: 
“Ketika itu saya sedang berdiskusi dengan H. Sahid terkait 
masalah masyarakat dan pemerintahan. Dengana gaya bicara nya 
yang tegas H. Sahid berkomunikasi dengan saya. Lama- lama 
kemudian H. Sahid mempertinngi nada bicara nya dan lebih 
menekan lagi intonasi gaya bicara nya. Saat itu juga saya mengerti 
bahwa sanya ada yang keliru dalam ucapan saya. Selain dari gaya 
bicara nya yang tegas dan tidak berbelit, kahrismatik yang ada pada 
diri beliau yang membut saya tidak dapat membantah perkataan 
nya.” 
 
Dari pemaparan pola komunikasi H. Sahid dengan Moh. 
Syafiuddin sebagai politikus tidak jauh berbeda dengan pola 
komunikasi ketika H. Sahid berkomunikasi dengan seorang yang 
berlatar belakang LSM. Yang dalam hal ini akan di paparkan oleh 
bapak Kader73: 
“Pola komunikasi H. Sahid dengan orang berlatar belakang  
LSM memang tidak jauh berbeda dengan politikus. Gaya bicara 
yang tegas dan tidak berbelit-belit memang selalu di tunjuk kan nya. 
Karena memang sering terjadi perbedaab antara seorang blater dan 
politikus dan LSM. Itu yang membuat pola komunikasi H. Sahid 
sering tegas dengan nada tinggi dan juga intonasi bicara nya lebih 
                                                          
71 Hasil wawancara dengan bapak Kader anggota DPRD 
72 Hasil wawancara dengan bapak Moh. Syafiuddin anggota DPRD kabupaten Sampang 
73 Hasil wawancara dengan bapak Kader anggota DPRD kabupaten Sampang 



































ditekan. Agar supaya lawan bicaranya dapat menerima dengan jelas 
pesa yang disampaikan. Selain itu simbol simbol yang ada dalam 
seorang blater dapat mendukung terpaan pesan yang disampaikan.” 
 
Lain LSM lain pula aktifis. Jika berhadapan dengan seorang 
berlatar belakang aktifis seorang blater tidak terlalu sering 
menggunakan komunikasi yang tegas, namun sesekali terkadang 
beliau bersikap tegas agar pesan nya dapat dimengerti tetapi biasa 
nya lebih sering menggukan simbol simbol komunikasi seperti 
dengan kharisma, dan kewibawaan nya. Seperti pemaparan Moh. 
Anwar dari fraksi gotong royong: 
“Biasa nya ketika H. Sahid berkomunikasi dengan saya beliau 
sangat wibawa dalam membawa diri nya. Beliau tidak banyak 
bicara namun ketika beliau bicara sikap wibawa dan kharisma nya 
keluar. Karena itu pula saya mensegani beliau. Sebagai seorang 
blater beliau selalu menjaga sikap dan ucapan nya tidak pernah 
sembarangan. Tak hanya saya banyak anggota DPRD yang 
mensegani beliau dengan sosok keblaterannya.” 
 
Dari keterangan tersebut terlihat jika selama ini seorang blater 
anggota DPRD lebih memilih menunjukan sikap yang merupakan 
symbol dari adat kemaduraan. Pemaknaan suatu bahasa banyak 
ditentukan oleh konteks atau konstruksi sosial, seringkali 
interpretasi individu sangat berperan di dalam modifikasi simbol 
yang kita tangkap dalam proses berpikir. Simbolisasi dalam proses 
interaksi tersebut tidak secara mentah-mentah kita terima dari dunia 
sosial, karena kita pada dasarnya mencernanya kembali dalam 
proses berpikir sesuai dengan preferensi diri kita masing-masing. 
Walaupun secara sosial kita berbagi simbol dan bahasa yang 
sama dalam kontek Kabayan dan kata kampungan tadi, belum tentu 



































dalam proses berpikir kita sama-sama menafsirkan kata Kabayan 
dan kampungan dengan cara atau maksud yang sama dengan orang 
yang lainnya. Semuanya sedikit banyak dipengaruhi oleh 
interpretasi individu dalam penafsiran simbolisasi itu sendiri. 
Pemaknaan merujuk kepada bahasa. Proses berpikir merujuk 
kepada bahasa. Bahasa menentukan bagaimana proses pemaknaan 
dan proses berpikir. Jadi, ketiganya saling terkait secara erat. 
Interaksi ketiganya adalah yang menjadi kajian utama dalam 
perspektif interaksionisme simbolik. 
Selain itu symbol juga merujuk pada sikap dan pengawalan 
setiap kebijakan anggota dewan yang maju dari kalangan blater, 
seperti kutipan yang menunjukan jika dalam pengawalan kebijakan 
selalu mementingkat rakyat dan adat terlebih dahulu sebelum 
berpikir tentang sistem dan mekanisme kebijakan. Konsep diri 
adalah fungsi secara bahasa. Tanpa pembicaraan maka tidak akan 
ada konsep diri. Nah, konsep diri ini sendiri pada nantinya terbentuk 
atau dikonstruksikan melalui konsep pembicaraan itu sendiri, 
melalui bahasa (language). 
Sebagai contoh adalah bagaimana proses komunikasi dan 
permainan bahasa yang terjadi dalam hubungan antara dua orang, 
terutama pria dengan wanita. Ketika mereka berkomunikasi dengan 
menggunakan simbolisasi bahasa SAYA dan ANDA, maka konsep 
diri yang terbentuk adalah “dia ingin diri saya dalam status yang 
formal”. Atau misalkan simbolisasi bahasa yang dipakai adalah 



































ELO dan GUE maka konsep diri yang terbentuk adalah “dia ingin 
menganggap saya sebagai teman atau kawan semata”. Dan tentunya 
akan sangat berbeda jika simbolisasi yang digunakan adalah kata 
AKU dan KAMU, maka konsep diri yang lebih mungkin adalah “dia 
ingin saya dalam status yang lebih personal, yang lebih akrab” atau 
lebih merujuk kepada konsep diri bahwa “kita sudah jadian atau 
pacaran”. Misalkan. Jadi, dalam suatu proses komunikasi, 
simbolisasi bahasa yang digunakan akan sangat berpengaruh kepada 
bagaimana konsepdiri yang nantinya akan terbentuk. 
 
 






































A. Hasil Temuan Penelitian  
 
Analisis data merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti 
dari hasil wawancara dengan subjek dan objek penelitian. Observasi berarti 
peneliti melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan dan diucapkan atau 
diperbincangkan para responden atau informan, dan maupun saat mereka 
tidak meras jika sedang diamati.74 Melalui observasi dan wawancara peneliti 
melakukan pengamatan terkait proses komunikasi politik yang dalam hal ini 
peneliti fokus menganalisis data tentang pola komunikasi seorang blater 
anggota DPRD kabupaten sampang.  
Data yang diperoleh tersebut dikumpulkan, disusun, kemudian 
dianalisis, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Metode Deskriptif yaitu suatu metode dengan cara mempelajari 
masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta 
situasi-situasi tertentu dengan tujuan penelitian yaitu mengambarkan 
fenomena secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau 
bidang tertentu secara faktual dan cermat.75 
Dari hasil deskripsi penyajian data dapat diperoleh temuan-temuan 
sebagai berikut: 
1. Pola Komunikasi Seorang Blater di DPRD Kab. Sampang 
Berdasarkan data yang diperoleh dari informan di lapagan 
                                                     
74 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: Universitas Muhammadiyah 
Malang, 2004), hlm. 74. 
75 Rakhmat, Jalaludin. Metode Penelitian Komunikasi. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2009). 
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menjelaskan bahwa cara dan pola komunikasi yang digunakan 
adalah komunikasi secara langsung dengan anggota DPRD yang 
lain, maupun dengan secara individu. 
Pola komunikasi H. Sahid secara tegas dan lagsung tanpa 
berbelit-belit yang membuat lawan bicara sering tidak bisa 
membantah, karena melihat kharisma H. Sahid sebagai simbol 
keblaterannya. 
Dimana komunikasi tersebut banyak terjadi pada waktu rapat 
anggota DPRD, namun selain itu tidak jarang H. Sahid juga 
melakukan komunikasi di luar forum rapat secara individu dengan 
anggota DPRD yang lain. 
a. Komunikasi Antar pribadi 
Dari temuan ini dapat ditemukan bahwa komunikasi 
seorang blater menekankan terhadap komunikasi antar 
pribadi. Dimana komunikasi didalamnya menuntut dua 
orang atau lebih bertemu secara langsung dan sangat efektif 
untuk mempengaruhi sikap pihak tertentu sebab terjadi efek 
dan feedback berulang-ulang dalam kesempatan komunikasi 
antar personal itu.76
 
Dalam pola komunikasi yang dilakukan seorang blater 
anggota DPRD pasti memiliki perbedaan, karena masing-
masing pihak yang terkait di dalamnya berasal dari latar 
                                                     
76 A. W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: Bumi aksara, 1993), hlm.8. 



































belakang yang berbeda, sehingga menghasilan pola 
komunikasi yang berbeda pula.
 
pola komunikasi yang  dilakukan oleh H. Sahid, seperti 
misal nya ketika dia (H. Sahid) melakukan komunikasi 
interpersonal juga berbeda. Itu disebabkan komunikan nya 
mempunya latar belakang yang berbeda, seperti pada kiai, 
politikus, aktifis maupun orang yang berlatar belakang 
masyarakat umum. 
 
Jika pola komunikasi yang dilakukan H. Sahid pada kiai 
dengana ala- ala santri, berbeda pula ketika H. Sahid 
berkomunikasi dengan seorang politikus. Ketika berhadapan 
dengan seorang politikus, H. Sahid tidah pernah merendah 
sedikitpun. Beliu suka memakai nada tinggi dan lebih 
menekankan pada ucapan nya. Apa lagi ketika membahas 
tentang masyarakat dan pemerintahan, kalau politikus itu 
tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada, maka pola 
bicara H. Sahid akan semakin tinggi dan lebih di tekan lagi 
intonasi gaya bicara nya, supaya lawan bicara dapat mengerti 
kesalahanya.  
b. Komunikasi Non verbal 
Selain itu, komunikasi antar pribadi yang terjadi dalam 
interaksi antara seorang balter nggota DPRD dengan anggota 
DPRD yang lain juga mengisyaratkan pola komunikasi non 
verbal. Seperti fungsi umum tentang komunikasi non verbal 



































bahwa komunikasi ini membantu pengiriman pesan secara 
verbal agar cepat dimengerti oleh penerima pesan. 
Jika berhadapan dengan seorang berlatar belakang aktifis 
seorang blater tidak terlalu sering menggunakan komunikasi 
yang tegas, namun sesekali terkadang beliau bersikap tegas 
agar pesan nya dapat dimengerti tetapi biasa nya lebih sering 
menggukan simbol simbol komunikasi seperti dengan 
kharisma, dan kewibawaan nya. Seperti pada Moh. Anwar dari 
fraksi gotong royong. 
Salah satu fungsi komunikasi non verbal adalah 
mengandung lebih banyak muatan emosional daripada 
komunikasi verbal.77 Dari data yang diperoleh di lapangan juga 
diketahui bahwa komunikasi non verbal yang dilakukan 
seorang blater anggota DPRD kabupaten sampang membuat 
komunikan segan dan menghormati sosok seorang blater. 
Seperti ketika H. Sahid berkomunikasi dengan seorang 
politikus. Ketika berhadapan dengan seorang politikus, H. Sahid 
tidah pernah merendah sedikitpun. Beliu suka memakai nada 
tinggi dan lebih menekankan pada ucapan nya. Apa lagi ketika 
membahas tentang masyarakat dan pemerintahan, kalau 
politikus itu tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada, 
                                                     
77 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 
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maka pola bicara H. Sahid akan semakin tinggi dan lebih di 
tekan lagi intonasi gaya bicara nya, supaya lawan bicara dapat 
mengerti kesalahanya. Melalu penekanan intonasi bahasa dan 
nada bicara nya yang di pertinngi, di tambah sosok kharismatik 
nya lawan bicara tak bisa membantah nya. 
c. Komunikasi Interpersonal 
Komunikasi intrapersonal merupakan proses berfikir dalam 
selektifitas terhadap pesan yang akan di sampaikan dan tidak 
melibatkan orang lain dalam proses tersebut, baik dia menolak 
atau menerimanya. Jadi terjadinya komunikasi intrapersonal di 
dasarkan atas proses berfikir dari komunikan yang tidak 
terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. 
komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi 
bila berkomunikasi orang lain atau seseorang dengan sejumlah 
orang, baik di lakukan secara verbal, non verbal maupun 
vocal.78 
Pola komunikasi H. Sahid secara tegas dan lagsung tanpa 
berbelit-belit yang membuat lawan bicara sering tidak bisa 
membantah, karena melihat kharisma H. Sahid sebagai simbol 
keblaterannya. Dan juga dengan kelantangan suara dan 
penekanan pada intonasi bahasanya. 
Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari tiga 
individu atau lebih dengan tujuan yang sudah di ketahui 
                                                     
78 Yoyon Mudjiono, Ilmu Komunikasi, (Surabaya: jaudar press, 2012), hlm 70 



































sebelumnya, seperti berbagai informasi, peliharaan diri, 
pemecahan masalah, yang anggota-anggotanya dapat 
mengingat karakterisitik pribadi anggota kelompok lainnya.79 
1) Persepsi Interpersonal 
Persepsi merupakan pemberian makna pada stimuli indrawi, 
atau menafsirkan informasi indrawi. Persepsi interpersonal 
adalah memberikan makna stimuli indrawi yang berasal dari 
seseorang yang berupa pesan verbal maupun non verbal. 
Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh 
terhadap keberhasilan komunikasi, seorang peserta komunikasi 
yang salah memberi makna terhadap pesan akan mengakibatkan 
kegagalan komunikasi. 
 2) Konsep diri 
Konsep diri merupakan pandangan dan perasaan kita tentang 
diri kita. Konsep diri yang positif ditandai dengan lima hal yaitu: 
a. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah; b. Merasa setara 
dengan orang lain; c. Menerima pujian tanpa rasa malu; d. 
Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, 
keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh 
masyarakat; e. Mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup 
mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak 
disenanginya dan berusaha mengubah. 
3) Atraksi interpersonal 
                                                     
79 Yoyon Mudjiono, Ilmu Komunikasi, (Surabaya: jaudar press, 2012), hlm 77 
 



































Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap 
positif dan daya tarik seseorang. Komunikasi antapribadi 
dipengaruhi atraksi interpersonal dalam hal: 
Penafiran pesan dan penilaian. Pendapat dan penilaian kita 
terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan 
rasional, manusia juga makhluk emosional. Karena itu ketika kita 
menyenangi seseorang maka kita cenderung melihat segala hal 
yang berkaitan dengan dia secara positif.sebaliknya, jika 
membencinya maka kita cenderung melihat karakteristiknya secara 
negatif. 
4) Efektifitas komunikasi. Komunikasi antar pribadi dinyatakan 
efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang 
menyenangkan bagi komunikan. 
 
5) Hubungan interpersonal 
Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan 
antara seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang 
baik akan menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk 
mengungkapkan dirinya, sehingga semakin efektif komunikasi 
yang berlangsung diantara peserta komunikasi. Selain kepercayaan 
diri dan menariknya pesan yang harus dibawa seorang blater agar 
efektif dalam menyampaikan pola komunikasi dengan anggota 
DPRD yang lain, dalam komunikasi antar pribadi ini. 
d. Pola Komunikasi 



































Pola di artikan sebagai bentuk struktur yang tetap. 
Sedangkan komunkasi adalah proses penciptaan arti terhadap 
gagasan atau ide yang di sampaikan. Komunikasi juga dapat di 
artikan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua 
orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang di 
maksud dapat di pahami; hubungan; kontak. Dengan demikian pola 
komunikasi adalah pola hubungan anatara dua orang atau lebih 
dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat 
sehingga pesan yang di maksud dapat di pahami.80 
Jika berhadapan dengan seorang berlatar belakang aktifis 
seorang blater tidak terlalu sering menggunakan komunikasi yang 
tegas, namun sesekali terkadang beliau bersikap tegas agar pesan 
nya dapat dimengerti tetapi biasa nya lebih sering menggukan 
simbol simbol komunikasi seperti dengan kharisma, dan 
kewibawaan nya. Seperti pada Moh. Anwar dari fraksi gotong 
royong.` 
Pola komunikasi merupakan sebuah model dari proses 
komunikasi, sehingga dengan adanya beraneka ragam model 
komunkasi dan bagian dari proses komunikasi akan dapat 
ditemukan pola yang cocok dan mudah di gunakan dalam 
berkomunikasi. Pola komunikasi identik dengan proses 
komunikasi, karena pola komunikasi merupakan rangkaian dari 
aktivitas menyampaikan pesan sehingga diperoleh feedback dari 
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penerima pesan, dari proses komunikasi, akan timbul pola, model, 
bentuk dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan 
proses komunikasi.81 
Jika selama ini seorang blater anggota DPRD lebih memilih 
menunjukan sikap yang merupakan symbol dari adat kemaduraan. 
Pemaknaan suatu bahasa banyak ditentukan oleh konteks atau 
konstruksi sosial, seringkali interpretasi individu sangat berperan 
di dalam modifikasi simbol yang kita tangkap dalam proses 
berpikir. Simbolisasi dalam proses interaksi tersebut tidak secara 
mentah-mentah kita terima dari dunia sosial, karena kita pada 
dasarnya mencernanya kembali dalam proses berpikir sesuai 
dengan preferensi diri kita masing-masing. 
Pola komunikasi yang dilakukan oleh seorang blater lebih 
sering di lakukan di forum rapat. Karena di forum itulah biasanya 
seorang blater menunjukkan ketegasan nya dalam berkomunikasi. 
Pola komunikasi yang secara langsung dan tidak berbelit-belit 
sering dilakukan oleh H. Sahid kepada lawan bicaranya, karena 
dengan pola komunikasi seperti itu biasanya lawan bicara nya 
dapat terpengaruh. 
Keberadaan seorang blater yang ditakuti dan berani karena 
kekuatan nya baik fisik maupun ilmu dalam, perangainya yang 
keras dan berwibawa, sehingga karakteristik dan simbol yang 
berada pada di blater tetap eksis dan melekat pada diri blater itu 
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senidir sampai saat ini maka dengan eksistensi tersebut sampai 
sekarang ini, memberikan kesan karismatik pada blater ketika 
melakukan interaksi dengan lingkungan nya. Seperti yang terjadi 
pada H. Sahid anggota DPRR yang tegas dan berkharisma tinggi. 
B. Konfirmasi Dengan Teori 
 
1. Interaksi Simbolik 
Bersamana dengan perspektif fenomenologi, pendekatan ini 
berasumsi bahwa pengalaman manusia di tengai oleh penafsiran. 
Objek, orang situasi, dan peristiwa tidak memiliki pengertiannya 
sendiri, sebaliknya pengertian itu di berikan untuk mereka82. Penafsiran 
bukanlah tindakan bebas dan bukan pula ditentukan oleh kekuatan 
manusia atau bukan. Orang-orang menafsirkan sesuatu dengan bantuan 
orang lain, melalui interaksi seseorang membentuk pengertian. Orang 
dalam situasi tertentu sering mengembangkan defisi bersama karena 
mereka secara teratur berhubungan dan mengalami pengalaman 
bersama. Dipihak lain sebagian memegang definisi bersama untuk 
suatu pengertian yang senantiasa dapat disepakati.83 Jadi penafsiran itu 
menjadi esensial. Interaksi simbolik menjadi paradigma konseptual 
melebihi dorongan dari dari dalam, sifat-sifat pribadi, motivasiyang 
tidak disadari, kebetulan, status sosial ekonomi, kawajiban peranan, 
resep budaya, mekanisme pengawasan masyarakat, atau lingkungan 
fisik lain nya.84 
Istilah interaksi simbolik diciptakan oleh Herbert Blumer pada 
tahun 1937 dan dipopulerkan oleh Blumer juga, meskipun sebenarnya 
Mead-lah yang paling popular sebagai peletak dasar teori tersebut.85 
Esensi dari teori Interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang 
merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol 
                                                     
82 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung PT. Rosdakarya, 2005) hal. 19  
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84 Ibid, hal 20 
85 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigm Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu 
Sosial Lainnya. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008). hal. 68-73 



































yang diberi makna Blumer mengkonseptualisasikan manusia sebagai 
pencipta atau pembentuk kembali lingkungannya, sebagai perancang 
dunia obyeknya dalam aliran tindakannya, alih–alih sekedar merespons 
pengharapan kelompok. 
Pola komunikasi blater disini yang mana menimbulkan simbol-
simbol yang di tangkap oleh lawan bicara nya dan menyampaikan pesan 
baru bagi komunikana sehingga menimbulkan pesan-pesan yang 
mereka artikan sendiri oleh komunikana. Sehingga pesan yang blater 
sampaikan dapat tersampaikan dengan baik pada diri komunikan. 
2. Perspektif interaksionisme simbolik  
berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang 
subyek, perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus 
dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk 
dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan 
keberadaan orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi 
yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, obyek dan bahkan 
pada diri mereka sendiri yang menentukan perilaku mereka. 
Perilaku mereka tidak dapat digolongkan sebagai kebutuhan, 
dorongan impuls, tuntutan budaya atau tuntutan peran, manusia 
bertindak hanya berdasarkan pada definisi atau penafsiran mereka 
atas obyek-obyek di sekeliling mereka. 
Dalam pandangan interaksi simbolik, sebagaimana 
ditegaskan Blumer, proses sosial dalam kehidupan kelompoklah 
yang menciptakan dan menegakkan kehidupan kelompok, dalam 
konteks ini, maka makna dikontruksikan dalam proses interaksi dan 
proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan 
kekuatan-kekuatan sosial memainkan peranannya, melainkan justru 



































merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan 
sosial. 
Bagi penganut interaksi simbolik memungkinkan mereka 
menghindari problem-problem struktulisme dan idealisme dan 
mengemudikan jalan tengah dari problem tersebut. Menurut teori 
Interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi 
manusia yang menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik pada 
cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan 
apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan 
sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran 
simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat 
dalam interaksi sosial. Penganut interaksi simbolik berpandangan, 
perilaku manusia pada dasarnya adalah produk dari interpretasi 
mereka atas dunia dari sekeliling mereka jadi tidak mengakui bahwa 
perilaku itu dipelajari atau ditentukan sebagaimana dianut teori 
behavioristik atau teori struktural. 
Pola komunikasi seorang blater cenderung atau sering 
menggunakan pola komunikasi verbal maupun nonverbal. Pola 
komunikasi itu terjadi karena memang tidak bisa dipisahkan dari 
sosok keblaterannya, dan itu sudah menjadi budaya dalam diri 
seorang blater. Apa yang dia lakukan pasti akan sama dengan 
ucapannya. Sikap yang tegas akan sesuai dengan ucapannya juga, 
karena itu semua sudah menjadi simbol dari seorang blater. 



































Secara ringkas teori interaksionisme simbolik didasarkan 
pada premis-premis berikut:  
1. pertama, individu merespons suatu situasi simbolik, mereka 
merespon lingkungan termasuk obyek fisik (benda) dan Obyek 
sosial (perilaku manusia) berdasarkan media yang dikandung 
komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. 
2. Kedua, makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna 
tidak melihat pada obyek, melainkan dinegosiasikan melalui 
penggunaan bahasa, negosiasi itu dimungkinkan karena manusia 
mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya obyek fisik, 
tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran obyek fisik, 
tindakan atau peristiwa itu) namun juga gagasan yang abstrak. 
3. Ketiga, makna yang interpretasikan individu dapat berubah dari 
waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang 
ditemukan dalam interaksi sosial, perubahan interpretasi 
dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, 
yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. 
Peneliti menggunakan teori interaksi simbolik milik Herbert 
blumer karena teori ini sangat cocok dan akan banyak membantu 
dalam proses penelitian yang memfokuskan pada proses pola 
komunikasi yang dibangun oleh blater yang menjadi subyek 
penelitian. Dengan menggunakan teori ini peneliti berharap bisa cepat 
memahami seperti apa dan bagaimana pola komunikasi blater dengan 
anggota DPRD Kab. Sampang yang mempunyai latar belakang yang 



































berbeda-beda. Pola komunikasi blater disini tidak hanya 
menggunakan komunikasi secara verbal, tetapi juga nonverbal 
(simbol) yang juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. 
Komunikasi nonverbal yang menjadi simbol-simbol keblateran sangat 
mudah dapat mempengaruhi sikap anggota DPRD yang mempunyai 
latar belakang berbeda. Karena pola nonverbal itu pula sosok blater 
menjadi disegani dan dihormati. Karena seorang blater sendiri juga 
menjaga aturan dan norma yang belaku di madura. Kahrismatik yang 
tinggi serta kewibawaan membawa blater jadi sosok yang disegani. 
Simbol adalah suatu rangsangan yang mengandung makna dan 
nilai yang dipelajari bagi manusia, dan respon manusia terhadap 
simbol adalah dalam pengertian makna dan nilainya alih-alih dalam 
pengertian stimulasi fisik dari alat-alat indranya. Maka dari itu 
sangatlah penting untuk bisa mengerti dan memahami simbol-simbol 
dalam proses komunikasi untuk mencapai kesepahaman dalam proses 
interaksi. 
Komunikasi verbal dan nonverbal seakan menjadi satu kesatuan 
pada diri seorang blater, selain dengan ucapan yang merupakan 
komunikasi secara langsung dia juga menyampaikan dengan simbol-
simbol non verbal, seperti kewibawaan dan kharisma nya yang kuat 
menjadikan pesan tersendiri yang ditangkap oleh lawan bicara nya. 
Sehingga pesan itu tersampaikan dengan sangat baik kepada 
komunikan. 



































Prinsip-prinsip dasar teori interaksi simbolik mencakup hal-hal 
berikut ini86 : 
a. Manusia, tidak seperti hewan yang lebih rendah, diberkahi dengan 
kemampuan untuk berfikir. 
b. Kemampuan untuk berfikir dibentuk oleh interaksi sosial. 
c. Dalam interaksi sosial orang mempelajari makna dan simbol-simbol 
yang memungkinkan, mereka melaksanakan kemampuan manusia 
yang khas untuk berfikir. Dari sikap dan tinggkah seorang blater 
komunikan sudah dapat membaca yang pesan yang orang blater 
sampaikan melalui simbol simbol keblateran nya. 
d. Makna dan simbol-simbol yang memungkinkan orang melaksanakan 
tindakan dan interaksi manusia yang khas. 
Seperti sikap yang tegas dan nada bicaranya yang juga di tekan kan 
disertai wibawanya sehinnga komunikan melaksanakan atau 
mengiyakan perkataan seorang blater`   
e. Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna-makna dan 
simbol-simbol yang mereka gunakan di dalam tindakan dan interaksi 
berdasarkan penafsiran mereka atas situasi. 
f. Orang mampu membuat modifikasi-modifikasi dan perubahan-
perubahan itu, sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi 
dengan dirinya sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa 
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rangkaian tindakan yang mungkin, menafsir keuntungan-keuntungan 
dan kerugian kerugian relatifnya, dan memilih salah satu di antaranya. 
g. Pola-pola tindakan dan interaksi yang terangkai membentuk 
kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat. 
Asumsi yang sangat penting bahwa manusia memiliki 
kemampuan untuk berfikir. Kemampuan untuk berfikir tertanam di 
dalam pikiran, tetapi para interksionis simbolik mempunyai suatu 
konsepsi yang kurang lazim mengenai pikiran sebagai hal yang berasal 
dalam sosialisasi kesadaran. Mereka membedakannya dari otak 
fisiologis. Orang harus mempunyai otak agar dapat mengembangkan 
pikiran, tetapi otak tidak pasti menghasilkan suatu pikiran, sebagaimana 
tampak jelas dalam kasus hewan-hewan yang lebih rendah. Juga, para 
interaksionis simbolik tidak memahami pikiran sebagai suatu benda, 
suatu struktur fisik, tetapi sebagai suatu proses yang berlanjut. Pikiran 
adalah suatu proses yang dirinya sendiri merupakan bagian dari suatu 
peruses stimulus dan respon yang lebih besar. Pikiran dihubungkan ke 
hampir segala aspek interaksionisme simbolik lainnya, termasuk 
sosialisasi, makna-makna, simbol-simbol, diri, interaksi, dan bahkan 
masyarakat. 
Dalam proses penafsiran Blumer mempunyai dua langkah khas.  
1) Pertama, aktor menunjukkan kepada dirinya sendiri benda-benda 
yang menjadi sasaran tindakannya; dia harus menunjukkan 
dalam dirinya sendiri benda-benda yang mempunyai makna. 



































Interaksi itu dengan dirinya sendiri adalah sesuatu yang lain dari 
suatu proses yang berkomunikasi dengan dirinya.  
2) Kedua, berdasarkan proses berkomunikasi dengan dirinya 
sendiri tersebut, penafsiran menjadi soal menangani makna-
makna. Sang aktor menyeleksi, memeriksa, menangguhkan, 
mengelompokkan kembali, dan mengubah makna-makna 
berdasarkan situasi tempat dia berada dan arah tindakannya. 
 
pemaknaan suatu bahasa banyak ditentukan oleh konteks atau 
konstruksi sosial, seringkali interpretasi individu sangat berperan di 
dalam modifikasi simbol yang kita tangkap dalam proses berpikir. 
Simbolisasi dalam proses interaksi tersebut tidak secara mentah-mentah 
kita terima dari dunia sosial, karena kita pada dasarnya mencernanya 
kembali dalam proses berpikir sesuai dengan preferensi diri kita masing-
masing. 
Komunikasi interpersonal menjadi komunikasi yang sering 
digunakan oleh seorang blater karena melalui komunikasi ini blater dapat 
bertatap muka secara langsung dengan komunikan, sehingga terpaan 
pesan yang disampaikan dapat secara jelas diterima dan dimengerti oleh 
komunikan. Komunikasi ini sering blater lakukan dalam forum rapat 
maupun antar individu. 
Dalam berkomunikasi secara individu maupun kelompok tidak 
banyak pola komunikasi yang berbeda. Hampir pada semua kalangan 
seorang blater menggunakan komunikasi secara verbal maupun 
nonverbal secara bersamaan. Karena ini sudah menjadi ciri seorang blater 



































dan sudah membudaya di kalangan masyarakat madura. Sikap dan 
karakter seorang blater membuat pola komunikasi verbal dan nonverbal 
berjalan beriringan dan tidak bisa dipisahkan dari sosok seorang blater. 
Ucapan yang dia ucapkan seakan membawa simbol-simbol nonverbal 
yang dirasakan oleh komunikan nya senidiri. Karena karakter atau sosok 
blater sudah menjadi budaya bagi masyarakat Madura. 
Walaupun secara sosial kita berbagi simbol dan bahasa yang sama 
dalam kontek Kabayan dan kata kampungan tadi, belum tentu dalam 
proses berpikir kita sama-sama menafsirkan kata Kabayan dan 
kampungan dengan cara atau maksud yang sama dengan orang yang 
lainnya. Semuanya sedikit banyak dipengaruhi oleh interpretasi individu 
dalam penafsiran simbolisasi itu sendiri. 
Pemaknaan merujuk kepada bahasa. Proses berpikir merujuk 
kepada bahasa. Bahasa menentukan bagaimana proses pemaknaan dan 
proses berpikir. Jadi, ketiganya saling terkait secara erat. Interaksi 
ketiganya adalah yang menjadi kajian utama dalam perspektif 
interaksionisme simbolik. 



































Dari hasil penelitian dan analisis data yang dibahas dalam laporan 
skripsi ini dapat disimpulkan pola komunikasi seorang blater di DPRD 
kabupaten Sampang dengan anggota DPRD yang mepunyai latar belakang 
berbeda : 
1.  H. Sahid berkomunikasi secara langsung dengan anggota DPRD yang 
lain secara kelompok  
2. H. Sahid berkomunikasi secara langsung dengan anggota DPRD yang 
lain secara individual.  
Komunikasi interpersonal menjadi komunikasi yang sering 
digunakan oleh seorang blater karena melalui komunikasi ini blater dapat 
bertatap muka secara langsung dengan komunikan, sehingga terpaan pesan 
yang disampaikan dapat secara jelas diterima dan dimengerti oleh 
komunikan. Komunikasi ini sering blater lakukan dalam forum rapat 
maupun antar individu. 
Dalam berkomunikasi secara individu maupun kelompok tidak 
banyak pola komunikasi yang berbeda. Hampir pada semua kalangan 
seorang blater menggunakan komunikasi secara verbal maupun nonverbal 
secara bersamaan. Karena ini sudah menjadi ciri seorang blater dan sudah 
membudaya di kalangan masyarakat madura. Sikap dan karakter seorang 
blater membuat pola komunikasi verbal dan nonverbal berjalan beriringan 
dan tidak bisa dipisahkan dari sosok seorang blater. Ucapan yang dia 



































ucapkan seakan membawa simbol-simbol nonverbal yang dirasakan oleh 
komunikan nya senidiri. Karena karakter atau sosok blater sudah menjadi 
budaya bagi masyarakat Madura. 
Dari temuan ini dapat dijelaskan bahwa pola komunikasi yang 
dilakukan olah H. Sahid merupakan komunikasi interpersonal. Dimana 
komunikasi didalamnya menuntut dua orang atau lebih bertemu secara 
langsung dan mengirimkan pesan verbal dan non verbal sehingga sangat 
efektif untuk mempengaruhi sikap pihak tertentu sebab terjadi efek dan 
feedback berulang-ulang dalam komunikasi antar personal itu. 
Komunikasi verbal yaitu dimana H. Sahid secara langsung 
menyampaikan pesannya dengan ucapan yang mana kemudian di terpa 
dengan pesan nonverbal yang mana yaitu dengan menggukan simbol-simbol 
keblaterannya. Komunikasi verbal, maupun komunikasi non verbal sangat 
penting dalam pola komunikasi yang dilakukan oleh H. Sahid (Blater) 
dengan anggota DPRD yang lain.Komunikasi non verbal sangat penting 
dalam komunikasi yang dilakukan oleh H. Sahid (Blater). Dengan pola 
komunikasi non verbal membantu mempengaruhi para anggota DPRD yang 
lain sehingga tujuan nya dapat tercapai dengan baik. Apa lagi dengan 
ketegasan H. Sahid yang tidak pernah suka berbelit-belit ketika 
berkomunikasi. 
Pola komunikasi seorang blater cenderung atau sering menggunakan 
pola komunikasi verbal maupun nonverbal. Pola komunikasi itu terjadi 
karena memang tidak bisa dipisahkan dari sosok keblaterannya, dan itu 
sudah menjadi budaya dalam diri seorang blater. Apa yang dia lakukan pasti 



































akan sama dengan ucapannya. Sikap yang tegas akan sesuai dengan 
ucapannya juga, karena itu semua sudah menjadi simbol dari seorang blater. 
Komunikasi nonverbal yang menjadi simbol-simbol keblateran 
sangat mudah dapat mempengaruhi sikap anggota DPRD yang mempunyai 
latar belakang berbeda. Karena pola nonverbal itu pula sosok blater menjadi 
disegani dan dihormati. Karena seorang blater sendiri juga menjaga aturan 
dan norma yang belaku di madura. Kahrismatik yang tinggi serta 
kewibawaan membawa blater jadi sosok yang disegani. 
B. Rekomendasi 
Selanjutnya agar penelitian dapat membuahkan hasil sebagaimana 
peneliti paparkan, maka saran dari peneliti yaitu diharapkan menjadi 
masukan sekaligus sebagai bahan untuk dipertimbangkan. Adapun saran 
kami sebagai berikut: 
1. Bagi aggota DPRD baik yang berlatar belakang blater ataupun yang lain 
dapat bisa saling menjalin hubungan yang baik dalam menjalankan 
tugas pemerintahan, meskipun mepunyai pola komunikasi yang 
berbeda. 
2. Bagi seorang anggota DRPR yang berlatar belakang Blater, bisa 
menjalin komunikasi yang baik dengan Kiai, Aktif ataupun yang lain 
sehingga bisa sama memajukan pemerintahannya. Khusus nya 
kabupaten Sampang. 
3. Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi serta Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, fenomena pola komunikasi yang dilakukan oleh H. Sahid 
(Blater) anggota DPRD Kab. Sampang dengan anggota DPRD yang 



































lainmasih jarang diangkat dan dikaji. Menarik kiranya jika fenomenaini 
diangkat untuk diteliti lebih lanjut sebab komunikasi yang mereka jalin 
tak selalu bersifat pragmatis, tetapi ada kalanya norma tradisional selalu 
hadir dan dihormati dalam interaksi tersebut. 
4. Bagi pembaca, setidaknya penelitian ini dapat memberikan pemahaman 
tentang fenomena komunikasi yang dijalin Kepala Desa dengan Bajing 
di desa-desa, khususnya di Desa Mandala Kecamatan Gapura 
Kabupaten Sumenep. 
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